BUFATIE TUEBAN
PROVIESE JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATIE TUBAN
NOMOR & TAHUN 2018
TENTANG

FEDOMAN PELAKSARAAN PERATURAN DARRAW RABUPATEN TURAN

HOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUS] PELAYARKAN KESEHATAN

PADA URIT PELAKSANA TERNIS DINAS KESEHATAN

Mevimbang

Mengingat

HAHBUPATEN TUBAN

BERGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

babvws untuk melabsanakan ketentuan Pasal 5 avat {6,
Pasal & ayat {2}, Pasal 53 ayat (6}, Pasal 60 ayat (2}, Pasa)
4 avat {3f, Paszal &6 ayat (3}, dan Pasal 71 Peraturan
Dacrah kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Retribusi Pelayeanan  Kesehatan Pada Unit  Pelaksans
Tekmis Dinas Heaschatan Kabupaten Tuban, meks perlu
membeniuk Peraturan Bupati tentang Pedoman
Peltksanaan Peratiran Dacrah Kabupaton Tuban Nomor
15 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Tuban;

1. Undang-Undang  Nomor 12 Tshun 1950 tentang
Pembentokan  BDoaersh-dacrah Kabupaten  Datam
Linglkamgan Propinsi Djswa Timur sebagaimeana telah
dinhal dengan Undang-Undang Nomor 2 Tohun 1965
flemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963
Nomor 19, Tambehan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

R TRRE, T A
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. Undapg-tUndang Nomor 8 Tahun 1999  tentang

Perlindungen Kenisumen {Lembaran Negaran Republik
indonesia Tehus 1999 Nomor 42, Tambzhen Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3821
Undang-Undang Nomor ! Terhun 2004 tentang
Ferbendahnaraan Negara [Lembaran Megara Repubiik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nepers Hepubiik Indonesin Nomor 4355);
Undang-tindang MNomor 29 Tahun 2004 tentang
Prakiek Kedohteran (Tembaran Nepgara Republik
Indonesta Tahum 23004 MNomor 116, Tambaban
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 1)
Undang-tindang Nomor 40 Tahan 2004 tentang Sistern
Jaminan Sostat  MNasionsl (Lembaran Negars Repubilik
Indonesia  Tahum 2004 Nomor (503, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 25 Tshun 2009 tentang
Felayaran Publik (Lembaran Negars Republik Indonesia
Talmin 3000 Nomror 130, Tambahan Lembaran Negara
Republilk indonesia Nomaor 5038}

Undang-Undang Nomor 28 Fahun 2000 tentang Pajak
Dazerah dan Retibusi Daerah {Lembaran Negara
Republikt [ndenesia Tahun 2009 Nemor 130, Tambahan
Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 5044
Undang-Undang Nowor 36 Tahun 2008 tentang
Keseltatan {Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambashan Lembaran Negara
Republik ndonesta Nomor 5063);

Undang-ifndang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Prembentulian Peraturan Perundang-undangan
{tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nemor 82, Tambaban Lembaran Negars Republik
[ndonesia Nomor 52344;

Undang-Undang Momor 24 Tahun 2011 tentang Padan
Penvelengeara  Jatninan  Sosial  {Lembaran Negara,
Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256
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Undang-tindang Nomor 23 Tehuns 2014 tentang
Pererintaban Baerah sebagaimana telah divhah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor € Tehun
2005 flembaran Negara Republiy Indonesia Tahun 2015
Nomor 28, Tambahan Lembaren Negara Republik
Iredonesia Nornor S6749);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenags
Resehatan  (Lemberan Negasres Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahutr 2014 tentang
Keperawatan [Lembaren Negara Republik ndonesia
Talwan 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Repubtil Indonesia Nomor 5612}

Peratiran Pemerintah Nomor 58 Tehun 2005 tentang
fengelolaan  Keuangan Daerah  (Lewbaran  Negsre
Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lernbaron Negara Republik Indonesta MNomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabusn 2050 tentang
Sistern  Akuntangd  Pemerintal  (Lembaran  Negers
Repubiilk Indonesia Takun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pelayenan  Daerah  {Lemberan MNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambaban Lembaran
Negars Republik Indonesia Nomor 5197);

Peraturan Pemerintah Nomor I0) Tahun 2012 tentang
Penetima Bantuan lurapn Jaminan | Keschatan
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomeor 264, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indoneata Nomar 5372},

Perpturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 temtang
Pembinaan dean Pengawasan Penwvelengparaan
Pemerintah Daerah {Lembaran Megarm Repubilik
indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor a5
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Peraturan Fresiden Nomor 72 Tabun 2012 tentang
Sintermn Keschatan MNasiormal;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tabun 2013 tentang
Jarninan Kesshatman,

Ferajuran Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolasn dan Pernanfsatan Dana Knpitasi Jaminan
HKesehatan Nagiomel pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Fertarna Milik Pemerintah Daerab,

FPeraturan Fresiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12
Tabun 2011 Pewmbentulan Peraturan Perundang.
Urnsdangan,

Peraturan Menteri Dalam Negers Nomor 13 Tabuo 2006
tentang  Pedomarn  Pengelolaan  Keuangan Deermab
sebagainana telalh diubah kedua keli dengan Peraturan
Menitert Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Kesehatzn Nomor 780/MENKES/

PER/VIT 2008 tentang  Penyelenpgarasn  Pelayvansn
Radiokog;

. Petaturan Menter] Kecchatan Nomor Q0! Tahun 2013

temtang  Siatem Rujukan Pelpvanan  Kesshatan
PeTorangar:

Peraturan Mentert Kesehaian Nomor 37 Tahun 2012
tentamg Penyelengparann Laboratorivm Praat
Keschatan Masvarahat,

Feraturen Menteri Dalam Negeri Normor 64 Tahun 2013
tenitang Penerapen Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Airual Pada Pemerintalt Daerah;

Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 7! Tahun 2013
tentang Pelayvanan Keschatan Pade Jaminen Kesehatan
Mazional sebagaimann  dicbeh  dengan  Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor % Tahun 2015;

Feraturan Mentert Kesehatan MNomor 9 Tshun 2014
terttang Klinik; Perataran Menterd Kesehatan Nomor ©
Tuhizn 201 4 tentang Klinik:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2004

tentang  Pedoman Pelaksansan Progrem  Jominan
Kesehatan Nasional,
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Peraturen Menteri Kesehatan MNomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehztan Masyarakat;

Pergturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tabhuan 2015
tentang Taril Pegnetikeaan Kesehatan Calon Tenaga
Keria hndonesia,

Peroturan Memteri Dalam Negeri Momor 80 Fahun 2015
tetitang Pembentukan Produk Hukam Daerak;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tshun 2016
tenitang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Masionat Untuek  Jass Pelayvenan  Kesehatan  dan
Biukungan Bieys {perasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Dasrah;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 32 Tohun 2016
tentang Standar Taglf Pelayanan RKesehafan Dalam
Penyelenggaraan Pragram Jaminan Keschatan,
Heputusan Bergama Menteri Kesehatan dan Menters
Balame  Negeri Momor 93A/MENKES/SKB/I/ 1996,
Momear 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan
pungutan Retribusi Pelayanan Wesehatan pada Pusst
Kesehatan Masvaralat;

Keputusan Menterl Kesehatan Nomor 358/MENKES/
SK/IV/2002  tentang Pedoman  Perhitungan Tarif
Laboratorium Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ MENEESS
SKOT/ 2003 tentanp Laboratorium Yeschatan:
Keputusan Menter Kesehatan Nomor 1267 Menkes/
SKYXIE 2004 fentang Stander Pelavanan Laboratorium
Lhinas Kesehatan Wabupaten;

Keputusan  Menteri  Heschatan  Nomeor HK.02.02/
MENKES/S14/201 5 tentang Fenduan Praktek Riinis Bag
Dolcter i Fastlitas Pelayanan Kesshatan Primer:
Peraturan BRIS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015
tentantg  Norme  Penetapan Besatan  Kapitasi  Dan
Pernbayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitrmen
Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tinglkat Pertama;
Peraturan Gubernur Jaws Timur Nomor 138 Tphun
2016 wntang Penyelenggaraan Pembiavaan Pelayanan
Kesehatan Bagl Masvarakat Miskin Provinsi  Jawa
Firmuar;




-6

43, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 96 Tabun
2007 tentang Mokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan
Dagrab (Lembaran Deerab Kabupaten Tuban Tahun
A007 Seri B Nomor 21}

44 Peraturan Daerab Kahupaten Tuban Nomor 12 Tabun
2014  tentang Penyidik Pegawai Negeri  Sipit &
Linghungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebapaimana
tetah diubah dengan Peraturan Daeralt Nomor 18 Tahun
2016 (Lembaran Deerah Kabupaten Tuban Tabun 2016
Seri E Nomor 53);

45 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun
ZU15 temiang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit
Pelaksang Teknis Dines Kesehatan Kabupaten Tuban
(Lembaran Deerah Kabupaten Tubasn Tahun 2005 Seri
. Nomor 5}

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor B4 Tahun
2336 tentang Pembentukan dan Susunssn Peranghkat
Paerah (Lembaran Deersh Kabujpater TFubsn Tahun
A016 Seri D Nomor 1j;

MEMUTUSKAN -
Menetapkan: PERATURARK BUPATI TUBANR TENTANG PEDOMAN
PELAKBANAAR PERATURAN DAERAH KARUPATEN TUDAN
NOMOER 15 TAHUN Z0LS TENTARG RETRIBUST PELAYANAN

RESEHATAN PADIA UKIT PELAKSANA TEKKNIS BINAS
HRESEHATAN KABUPATEN TUBAN.

BAB ¥
KETENTUAN UMM
Pamal 1

Biadamn Peraturan Bupati ink yang dimaksud dengan:
1.  Bwmerah adalah Kabupater Tuban.

2. Pemerintah Daerah adelsh Pemeriniah Kabupaten Tuban,
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4

Linas Kesehatan adsleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
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Unit Pelaksana Teknizs Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit kerja dibawah Dinas Kesshatan Kabupaten vang diberikan tugas dan
wewenang menyelengearakan pelayanan kesehatan, meliputi Pushesmas
denpgan jaringannya dan Laboratorivum Eesshatan Daeralt,

Fasilitas Kesehatan Tinghkat Pertama yang selanjutnya disingkat FETE
adatan fasilites keschatats yang melakukan pelavenan  kesehatan
perorangan yang bersifat non apesiglistik untuk keperluan observasi,
diagmosis, perewaian, pengobatan, dan/fatau pelayanan kesehatan lajnnys
Pusat Kesehatan Masvarakat vang sslanfuinya disebut Puskesmss adalah
UFTE Kesehatan sebagal FKTP yang menvelengparakan upaya keschatan
masyarakat don upaya kesehatan perseorangan tinghat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventlf, untuk mencapsi
derajnt kesehatan masyarakat yang setingei-tingeinya di wilavah kerjatva.
Jdaringan pelayanan Puskesmas adalah jefsring vang dikembangkan untuk
meningkatkan  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan 8 wilayah  kerja
Puskesmas, melipudt Puskestnas Pembantu, Puskesmas Keliling, Podok
kesehatan Desa dan bidan i desa,

FPuskestnas Rawat Inap adaieh Puskesmas yang memilid kemampuan
menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana
pendikutig lainnya untul memberikan pelavanan kesehatan perorangan
tingical lmnjut dan gawar darurat,

Puskesmas PONED adpiah Puskesmas vang memililkd fasilitas-sarana dan,
tenage  kesehatan terlatih dalam Bidang pelayanan obstetri neonatal
emergens dasar [PONED).

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnyz disebut
FERTL adalah fagilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan vang bersifut spesialistil atau sub spesializtik yang meliputi
rawat jalan tngkat lanjutan, rawat inap tingkat lagjutan dan rawat iap
di ruang perawatan kKhiaus.

Laboratorium Kesehatan Dawah  vang selenjuinys disebut Labkesda
adalah UPT Dinas Kesehatan yang membertkan pelavanan perneTiksaan
laboratoriure klinik dan Iaboratorium kesehaian masyarakst nelipiii
pemerikesaan mikrobiologi, fisitka, Ykinda dan/aten bidang lain Targ
berkaitan detgan kepeutingan kesehatan masvarakat dan keschatan
lingkungan,

Retribugi  Pelayanan HKeschatan adalah  pungutan  daerah sebapai
peribayaran atas pelayanan kesehatan atay kemanfastan amils kainnya

yvang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Labkenda vang dimiliki dan
dikelola Pemerintah Deersh.
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Pelayanan Keschatan adalah pelavansn keschatan vang diselenggarakan
oleh Puskesmas dengan jarnpannyva danfatan Labkesds, meliput] semua
kemiatann  Pelayanan  kesshatan  paripurna  yvang  diberikan kepada
peErseorangan atau pelayanan keashatan penjaminan,

Pelayanan kesehatan parpurma sdalah pelavanan kesehatan promotif,
preventit, kurstf dan rehabilitptif secars terintegraai.

Pelgyanan Kesehatan Dasar adelah pelayapan kesehatan primer yang
mamnpu dilaksanekan sesusi kompetensi tersps medin di Puskeamas
berdasarkan pandusn praktek kiinik yang ditetapkan,

Pelavanan kesshatan penjasinan adalah pelavanan keschatan bag
Pamien yang retribusi atau bays pelayanen kesshatan yang telab
diberikan oleh Puskeamas atay Labkesda, dilamin oleh Pihak Penjamin,
Pihak Perjamin adalab orang pribadi, Bedan Fukugn, BRJS — Kesehatan,
atzy Pemerimtah Daerah {Program Jamkesda dan Retdbusi vang dijamin
Femkab) sebagai penanggung biaya pelayenan kesehatsn dari Pasien
dibawah jaminantiye yang telah memnanfaatkan dan/atau mendapst
pelayanan kesehatarn & Puskesmas ataw &f Labkesda.

Jaritan Kesehatan adalah jaminan herups perlindungan kesehatan agar
peserta memperolel manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungsn
dalamm memenubi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada
setiap orang yang telalt membayar luran atau iurannyve dibavar oleb
Pemnerintah.

Jaminan Kesehatan Dasrah vang selanjutnys dsebut Jamiesda adalak
jurminan  berups  perlindungat  kesehatan bagl penduduk  miskin
Esbupaten Tuban diluar penduduk miskin vang sudsh  menerima
bantuan juran jaminan Kesehatan yang dibiayal Pemeristah [APBN)
dengan memberikan bantuan iurannyva dibiayai dari APBD Kabupaten
agar memperoleh monfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
datiazn memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Hatdan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selpnjutnya disebut
BPJS-Kesehuten adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk Pemerintah

berdasarkan peraturan perundangsn untuk menyelenggarakan jaminan
kesehatan nasional.

Peperima Banttan furan Daerah yang selanjutnys discbut PEI.Daerah
adalah orang feldr miskin den/atau orang tidsk mampy penduduk
kabupaten Tuban vang pembayaran juranmya kepada BPJS Kesehatan
dijamin dan dibebankan pada Pernerintah Daerah,
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hagitas! adalah bentule sistern perjaminan pembiavaarn kesehatan melalud
kegiatan pra upaya {monaged care) dengan tajusn mencepeh pesorta
penfamminan pembiayaan kesehatan (BPJS-Kegehatan) tidak samped askdt
atan melabukan deteksi dind agar peserta yang bersangluatan aakitnya
tidak menjadi parah/berlanjut.

Bana Kapitasl adelah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar
distinka kepadn FHTP berdasarkan famiah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitunghkan jenis dan jumlah prlayanan kesehatan vang diberikan,
Farit Non ¥Kapitast adalah besaran pembavaran kiaim oleh BPRJS
Kesehatan kepadsn FRTP berdasarken jenis dan jumiah pelayanan
kesehatan vang dibertkan.

Rartu Kepesertpan adalah kartis tanda bubktl penjmminen yang masih
berlaku vang diterbithan ofeh pihak penjamin atsw pihak BRIS .
Kesehatan sebagal alat bukti kepesertaan untuk penjamsinan pembisyaan
pelayanan kesehatan vang diberikan gleh Puskesmas.

Upaya heschatan Masyarakat yang selanjutnye disingkst UEM adalah
setiap kegiatan untuk memelbara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulengi Ymbulnve roasalah kesehetsn dengan
zasaran keluarga kelompok dan mpayarakat.

Upaya Xesehatan Perssorangan vang selanjutnya disingkat UKP adajah
suail kegisten dan/ateu serenghkaian kegiztan pelavanan kesehatan Vang
ditufukan untul pensingkatan keschatan, pencegaban den penyembuhan
penyakit, pengurengan penderitean akibat penvekit dan memmuiifikan
kesehatnn perscorangan,

Pasiers adalah sedap orang vang medakuken  kongultasi masalah
wesehatan untuk memperoleh pelayansn kesehatan vang diperlukan, baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Siztem Ryjulcan adalah penyelenggarsan peloyanan  kesehitan vang
mengatir pelimpatian tuges dan tanggungiawab pelavasan kesehitan
secara thmbed balik baik vertkal meaupun horizontal,

Pelayanan Kesshatan Pra Rujukan adalah pelayanan keschatan Pasien
Puskesmas vanpg membutuhkan perawatan stabilisasi kondisi Pasien
dalam bentuk tndakan medik vang dibutubkan sebelum dilakukan
rujukan ke fasiitas kesehatar tingkat lanjitan vang lebih mampu.

. Pelayanan Rawat Jalan adalab pelayanan Pasien untulk obaervasi,

dingnosis, pengobatan, rehabilitast medik dan pelayanan  keschatan
lainnya tanpa metginap di Puskesmas,
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Pelayanan Gawat Darurat adajab pelayanan kegawat-daruratan medik
dalam bentuk observasi ataw tindskan medik vang hares diberikan
secepatniya untulk mencegah atauv menangukrag resiko kematisn atag
kecacatan.

Pelayanan Rawat Imap adalah pelayanan Pasien untuk observasi,
perawsatsn, diagnosis, pengobatan, rehabilitaet medik dan/fatsu pelayvanan
keschatan lainoya dengan menginep di Puskesmas Rawat Inap atan
Putlasman FONED,

Pelayanan Rawat Sehar {One Py Cardt adalah pelayanan yang dilakukan
untitk penderite yang sudah ditegakkan diggnosa secars definitif dan
perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (ohservasi) setelah
G {enam) fro sampai dengan 24 { dua pulub empat) jam.

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalak pelaysnan  padpurna
meliputi penyemnbuhan dan pernubhan vang selaras dengan  upays
pencegalian penyakit gigl dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan
iy

Tindakan Medis Moo Operatf adalah tindaken cleh tenags medis tanps
disertai pembedahan.

Tindakary Medis Operatif adalah tindaksn pembedahan veng FRAT L
dilakukan ¢i Puskesmas menggupakan pembiusan lokal atau tanpa
pembitsarn di Ruang Tindakan.

Tindakan medis tuges Hmpah, adalah suaty tindakan medis VAR
pelakssriaanya ditakukan oleh tenaps perawat atay bidan dengan digertai
supervisd/pengawassan dan dibewah tangeung jawab tenaga medis Vang
memberthan tugas limpah.

Asuhan Reperawatan adalah pelayanen keperawsatan untuk kebutuhan
dasar Pasgien dalam rangka efektifitas proses penvembuban Pasien.
Asuhan kehidanan adalah pelayanan kesehatan oleh tediags bidan (8
Huskesmas  meliputl  pemerdksean  kehamilan  sebelum melahirkan
{antenatal Carel, selama persalinan norma)l, selama masa nifas fprost natal

carel, konseling, pathologis tertentu  atay pelaksannan tindakan medik
tugas lintpah leinnya.

Pelavapan Transfusl dareh adaleh pelayanan medik pemberian trensfusi
darah assuai jenis danm  polongan darah yang dipetlukan  melipu]
penyiapatt, pemasangan dan monitoring pernbesan tramsusi, Pelayanan
transfiust darab tidak termasuk penyvediaan {barga) kospponen darah.
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Pelayanan terapl oksigen adalah pelavenan pemberian oksigenasl bagh
Pagien yang mengalami gangeuan nafas dan secara mediz membutuhkan
sefimiah oksipen per satuan waktu,

Pemerikspan  Penunjang Diagnostik, adalah pelayanan  pemneriksaan
jaboratorium kKiinik, radiediagnostik, patolog  anatomi,  dan/atay
dizgnostik elektromedik dalam rengks untuk menegakkan diagnosa.
Pelayanan giwl adalah pelayanan oleh abhl pizi vang berkeitan dengan dlet
Pagien terbadap penyakithys, pelayanan penyedigan makanan diet dan
non diet sesuat rekomendas] tenags medis vang metawat,

Pelayatan Farmasi aduleh pelaysnan oleh tenage farmasi meliputi
penyedian obut kemnasan  (tablet, kepsul, caivan), obat racikan {puyes),
konsultasi obat, dan/atan pemberian informags obat & Puskesmas.
Pelayanan kesehatan & luar jam kerfa, adalsh pelayanan kesshatan o
Puskestias yang dilaksenakan di fuar jam kega pelayanan vang telah
ditetaplian ofeh Kepala Puskesmnas sesual peormintasn atau kebutuhan
rhagvarakat,

Folayaran Rehabidlitasi Medik adalsh pelavanan vang dibedkan oleh unir
rehab medik, dalam bentuk Ssioterapd, terapi okupasional/kerfa, terapi
wicara, pathologi, ortotik dan/atau prostetik,

Pelayanan kesehatan lapangen adalah pelayanan Lesehatan massal atay
kelompok  vang diselenggarakan di lusr Puskesmas datam rarngka
memenuli permintaan masyarakat stau organisasi kemasyarakatan otay
badan hukum selaku penyelenggara kepiatan,

Penyululian kesehatan peroremgan adalah pelavanan kesehatan dalam
bentul komsultatlf masalabh keschatan yang dihadapi Pasien terkadt
pengobatan, perawatan atau pencegahan agar tidak terjadi kekembuhee,
Pengujien Kesehatati adslah permeriksaan kesehatan vang dilalsanaian
oleh dokter umum sesuai kewenangan untuk kepentingan  tertento
dan/atau datam rangke pemerilianan kesehatan,

. Pelayanan pemeriksaan kesehatan adalab pelavanan kesehatan mekput

pemeriksann  fsik-digghostik  dan  penunjang medis kKhusus  untuk
memparoleh gambaran stetus kesehatan seseorang.

Visite adalab kunjungan tenage medis i ruang perawatan dalam rangha
memberikan asubhan medis dan terapi baik atas indikasi medis s UL
atag dasar pertnintean konsultnst Pasien,

Pelayanan Medico-Legad, adalsh pelayanan kesehatan vatg berkaitan
dengan kepentingan hukum.
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Pemulasaraan Jenazah, adaiah kegiatan merawat jenasah bagi Pasien
vang menmggal di Puskesmas atay memeriksa jenassh vang meninggal di
mesyarakat.

Pelayanan Viswm o Repertum, adalah heterangan medik atas hasil
pemerikaaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokrer umubm sesuad
kewenangan klingk di Puskesmas yang hasilnya digunakan untul
keperizan penegakarn butboum,

Pelayanan Rekam Medik adalab pelayanan penyedinan, pencarian
kembali, periytmpanan dokumen tmedik Pasien yang bersifat rahasia yang
berisi catatan  medik, perawatan dan  penpgobatan sclama  Fasien
memptroleh perawatan ¢ Puskesmas,

Pelayatian  kesshatan  tradisional - komplementer adalah  pelayanan
tradisional  yang  dilaksanaken oleh  tenaga  keashatan terlatih &
Puskesmas meliputi pelayanan akupungtur, akopresure, dan sefenisaya.
Kejadian Luar Biasa vang sslanjutnya disebut KLB adalah timbuloya atau
meninglatnya kejadien kesakitan dan/atau kematian yvang bermakns
secara epidemmiolog pada suatu daerah dalam kurun wakiu tertenty, dan
merupakan keadaan yang dapat wenjurus pada terfadinya wabeds.
Pelayanan {rangportasi Pasien ryjukan adalah pelayanan penghantaran
Fasien Puskesmas yang sembutuhkan perawatan lanjutan di Fosilitas
Pelayanan Kesehatat Lanjuten yang lebih mampu dengan disertai dengan
dolcter atan perawat atzy bidan sebagal pendamping.

Pelayanan penunjang kesehatan adalah pelayenan kepada peserta
pendidilan kesehatan dalar bentuk pewbimbingsn prakiek Kinik atau
pembinthingan penslitian kesehatan di Puskesmag atay 3 Labkesda.
Pelayanan incenerator adalalt pelayanan pembakaran sampah tedis, atay
sampab  infeksius  dan/atau  seiendsnva  milik Fasilitas Pelayaman
Resehstan lain yvang bekeriasama dengan Puskesmas sesusi baky muts
Hngkungan vang ditetaphar.

Jasa  adakah kegiatan Pemerintah Dweeral: vanpg dilaksanakan oleh
Puskemmas dengan  jaringennya, dan  Lablkesda beruipa pelavanan
keschatan maupun pelayanan penunjang kesehatan vang menyebabkan
barang, fasilitas, aten kemanfaatan lainnye vang dapat dinikinati orang
pribadi atau badan hukum penjarmin,

Jaga Uhurn adelah pelayanan vang disediaken atau diberiian Pemerintah
Dacral untuk twivan kepentingan dan kemanfazlan ummum serta dapat
dintikinati oleh orang pribadi atau Badan,
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Wajib retribusi adailah orang pribadi atau Dadaen vang menurt Peragturan
perundang-umdangan  retribusi dasrah diwajibkan untuk melakukan
pembrayaran retribust.

Jasz medis adalabh jass pelayanan profesional oleh temags tnedis padn
sefua jenis pelavanan medis di Puskesmas,

Jaza Pelayanan, adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana
pelaystan  atas jasa vang dibetkan kepada Pasien dalam rangka
pelayanan kesehatan yang pemanfaatan dan pembapiannya  dengsn
sisten remunerasl

Sistem Remunernsi adalab sistem pemanfaatan dan pembagian jasa
pelavanan yang diwajudbksn delam bentuk insentif, honorsrium, atau
seienisnyn, wang diterimakan kepada pelaksana pelavanan langsung
mraupun fidazk langsung yvang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Jasa sarana, adalah imbalan vanpg diterime oleh Puskestnas, atag
Labkesda atss pemmbaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, BMHP
dasar yang digunakan langsung dalun rangka observasi, diapriosis,
pengobaian, rehabilitasi medik, pemeriksaan Iaboratorum denfatau
pelayanan lainnya.

Jasa  Adminigtrasi, adalah imbalan yang diterima oleh  pelaksana
pelavanarn atas fasa peoyelongearaan administresi melipid medayanon
rekamm medik, billing system dan pelayvanan umum tainnya.

Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMEP adalah bahan
habis pakai yang digunakan langsung untuk pemberian peleyanan medik
dan/atau penunjang medik pada Pasjen,

Tenaga tnedis adalah tenaga keschatan metiputi dokter umun: dar dokter
Zl yang memilikd kualifikssi dan kompetenst sesuai stardar proesi dan
meemihiki surat fin prakiek.

Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawalannya
di huar Puskesmas yang diberikan ijin khusus atas perjaniian kerjassins
untitk melaksanakan pelayanan i Puskeamas,

Akomodasi adalah penggunasn  fasilitas ruang rawat map termasuk
pelayanan makan di Puskesmas Rawnt Inap atau Puskesmas PONED.
Eerip Swia Operasional vang selanjutnys disinghat K5O adalab bentuk
perikatan kers sama penyedizan sarans das prasarana dalam TWERTILLELj AT
pelavanan & Puskesmas dan/mtau Labkesds,

Permungutan adualah suaty rangkaian kegatan mulel dad penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentusn besamya refribusi sampai

Eegiatan penagihan retribusi kepads Wajib Retribusi seris PerFAWASAT
Pervetoranmm,
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Burat Ketetzpan Retribust Daerah yvang selanjutnys  disingkar SXRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarmyva jurplah
polcok retribusi yarsg terbattang

Redritnasi terhuwtang adalah juminh retribus! yang wajib dibayar oleh wajib
retribig].

Surat HBetoran Retribusi Dagrab yvang selanjuinya disingkat SSRD adalah
bukii pernbayaran atau penyeioran retribusi yang telah dilakukan oleh
Puskesmas atau Lablesda ke kas daerah melahs tempat pembavaran
vang ditunfuk olelt Bupati.

Plutang retribusi adelah jumiah tagihan retribusi terutang yang belum
dibayar oleh wajib retribusi,

Surat Tagihan Retribusi Deerabh vang selanjutnye disingkat 3TRD adalah
sural untuk melalcslan tagihan retribusi dan/atay sanksl administrasi
berupea busnps dan/atau denda.

Anggaran Pendapatan dan Belanje Dasrsb veng selanjutnva disingkat
APBL} adalah rencans keuangsn tehunan pemerintal daersh YRNE
dibahas dan disetujul bersama oleh pemerintah dacrah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturvan Dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Nepara yang selanjuinya disingkat
AFEN adalah vencana keuangrn tohunan pemerintphan negara Indonesin
yang disetujul oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

Burat Keterangan Tidak Mampyu yang selanjutnve disingkat SKTM adalah
auratl pernyataan bag masyaraka) miskin atan Kurang marmpl yang tidak
mempunyal jaminan kesshatan (kartu BRIS atau Karty Indonesia Sehat)
vang diterbitken oleh Lurah atau Kepala Desa dan mengetahui Cammat
seternpat =merta  telah diverdfilasi cleh Dinas Sosial, Pemberdayman
Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai denpan syarat dan ketentuan
yang berlaku, vang dignnakan untuk mendapatkan pelayanan keschatan
di Puskesmas maupun FKRTL.

Surat Periyataan Miskin yang seianjutnya disingkat SPM adalah surat
pernyatasn bagi tnasyarakal miskin yang tidak msempunyal jaminan
kesehatan (BPRJS mtay Kartu {ndonesia Sehat) vang diterbithan oleh
Bupati Tuban atayu pejabar vang ditunjuk setingkat sselon 2.

Kas tlmum Daerch, adalah terupat penvimpanan uang daersl yang
ditentuken oleh Bupat untak menampung seluruh penerimann daerah

dan digunakan untuk membayar selaryh pengeinaran dacralt pade Banlk
vang tefah ditetapkan.




a87.

85O

94,

9.

G2,

93,

G

- 15 -

Klaim penagihan watang retsibust {surat tagihan retribusi] pelayvanan
kepada pihal penjamin yang selanjutnve disebut klaims  peniamdinan
aduiah totat biayas bhagh Pasicn peserta yang dijamin sesuai jfumizh dan
jenis pelayanan yang telah diterimanya atau dengan mocdel paket.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyva disingkat BLUD adalah
BEPDy atan unit kerja pada SKPD! &t Enghungan Pemerintah Daerah yang
dibentui untuk wmemberikan pelavanan kepada masvarakat betups
penyediazr: barang dan/fatan jasa vang dijual tsnpa mengutamakan
mencar kenntungan dan dalam melakukan kegatannya didasarkan pada
ponsip efistenst dan produiktivitas.

kebijakarn anggarvan adalab acuan dasar pengelolann anggarsm biaya
Puskewmmas atau sebagal UPTD dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinva memberikan pelayanan kesehatan kepads mmasyarakat yang
aman, bermuty, terjangkau dan memuaskan,

Rencang Kerja dan Anggaran SKPD vang selanjutnyae disingkat REA-SKPD
adalal dokumen perencansen dan penganpgarat yang bersi rencana
pendapaian dan rencana belanja program dan kegiatan BKPD sebagal
daspr penryusunan APDD,

Dolumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnye disingkst DPA.
SKPD adalah dokumen veng memust pendapatan dao belanfa vang
digunakan sebagat dagar pelakeanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Magyarakat tertenty adaleh semus penduduk Kabupaten Tuban VANE
memitit KTF Tuban vang masih berlaku, dibebaskan dar retribust dan
dijsmin pembiayeantya oleh APBD Kabupaten setiap tahun.

Pelayanan kesehatan tertentu adalah jenis pelayvanan kesebatan terbatas
yang ditetapkan berdasarkan keiteria yang distur dalam Persturan Bupati
sehapat bentuk pembatasan.

Pemerikanan retribusi adnlah seransgkaian keglatan menghimpun dan
mengmal data, ketermngan, danfatau bukt vang dilaksanakan secara
ofyektl dan profesional berdassrhan suatu standar pemeriksaan untuk
mengui kepatuhan pemenuban kewajiban retribusi dacrah dan/atay
untuk twjuan lain dalam rangkn melaksanakan ketentusn peraturan
perundang-undengan Retribusi daerah,

Fenyidikcan Tindak Pidana di bidang Retsibusd daerah adalah serangiosan
tindakan  yang  dilabukan  oleh  Penyidik  untuk  meencar  serta
mengumpulikan bulktt yang dengan buki ftu membuat teraog tindak
pidana i lideng Retribusi deersh yang terjadi serta menemukan
tersanghanya, Peryendalian muty adatsh setinp upays pengendalinn vang
dilzkukan untuk mewujodkan pelayanen yang smsn, bermutn dan

memuaskan sesual standar pelayatian yang telab ditelapkan atau sesus
climicat! pathionys vang telah ditetapkan.
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Pengendalian bizva adalah setinp upayvs pengendalian aktivitas vang tidak
atpu kurang memberikan oial tambab pada terwujudnya pelayanan
kesehatan vang aman, bermuty dan  memuasskan dengan  cars
menghapls, menpurang aiag menggabungian aktivitas sejenis guna
menghemat pengpunaan sumber dava Pushkesmas yang terbatas,

Biava saiuan adaloh metode penghitungen fass ssrara per unit Jayanan
meblput biaya umum, bigya pemneliharsan, bipya investast/biava modal,
maupun biaya vatiabel, Biava/gaii pegawai PNS, biava investasi/belania
medal yang merupakan subsgidt Pevnerintah atar Pemerintah Baerah tidak
diperhitungiean.

Pembimbing adalah suatu tm ataupun perorangan &i Puskesmas yang
diberikan kewenangan sebagat pembimbing Kinik atau pembimbing
penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai
ketentuan peraturan yang berinky,

BAR II
PUFOUAN
Feesnl 2

Feogaturan pedeoman pelakeanaan retribusi pelayanan kesehatan pada

UPTD adaiah sebagai actian para pelaksans il

a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan vang aman, bermutu dan
terjanglau di Puskesmas dengan jarngannya, dan & Labkesds;

L. melaksanokan pemungutan, penagiban retribosi  terulang, dan
pengelolapn keuangan der hasil retbusi pelavenan ¢ Puskesmas
dergan jaringannyva dan Labkesda,

¢, pengelolapn akuntans: dalam hal ade sslisih tehih antara penerimaan
retribust dengan penerimaan der hasil ¥laim pelavanan pasien BRJS
— Kesehatan;

4. pemanfaetan  den  pembagian  jasa pelayanan dengan  sistem
Tennanerasd; dan

e. penghapusan piutang retribusi yang tidak tertagih.

Fengaturan  pembebasan  masvarakst tertentu dalam kondisi KLE,

Bencana, danfatan  peserta  progrem UKM yang  membutuhian

permeriksaan  lgboratorium  bertujuan  sebagal  bemtuk  penjaminan

pernbiayaan dari APBD sesual statsdar, kriterfa, dan prosedur.

Pengaturan pemberian bantuan bagh masyarckat miskin sebagsi PBI

Daeral  bertujuan untuk membantu masyarakat & daerah  dslam

memperoleh jaminan kesshatan agar dapat hidup sehat dan ookt

gerta sejnhiora,
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BAE Il
RUANG EINGKIIF
Pausal 3

Ruang Lingkup Pengeturan pedoman pelsbsanaan  retrfbusi  pelavanan
kesebatan pads UPTE, meliputd -

R.
b.

.
a

(1}

12)

Penyelengearaan Pelagyvanan Kesehatan melahyi Program Jamiesda;
Penyelenggarasn  pelayanan Resehatan pads keadasn KLE, Hencana
dan/atan Tindal Pidansg: '

Peniyelenggavaan Pelayanan Kesehatsn tertentu vang dibebaskan dar
retribiesi;

Pemmbiayaan Penyelengparaan Pelayanan Kesehatan;

Penyelengearnan  Pelavanan  Kesehaian pada UPTD Puskesmas dan
jRringannya;

Penyelenggaraan Pelayansn Penjaminan:

Penyelengparaan Pelayanan Keschatan di EPTD Labkesda;

Pemunguian Retribusi;

fenghapusan Fiulang;

Pengurangan dan Pembebasan Retribus]

Penatausahasn Keuangan;

Penyesuaiah hesaran fanf; dan

Penyiapan UPTD sebagai BLUD,

BAR IV
PENYELENGGARAAN PELATANAN KESEHATAN
MELALUL PROGRAM JAMKESDA

Baglayn Hesaix
Umem
Pasal 4
Frogram Jamkesda diselenggarakan berdrsarkan asas kemanusinan, asas
manfant, ssas keadilan Kesehatan bagl masyarskat miskin veng belum
memitid jaminan kesehatan.
Program Jamkesda sebapaimana dimaksud pada ayas (1), tmerupakarn
bentuk  bantuan duerah untuk memberikan  jaminan pembiaysan
kesehatan bags
8. mesyarakat mighin Kebupaterr Tuban diluar PB! maupun peserta
BRES lainnye yang memperoleh pelavanan kesehatan df Puskesmas
dar jaringannys serta Ruomabh Sakit vang bekera sama dergan
Pemmerintah Daerakh,




(3}

(43

()

{5

L

{1

£}

(S}

.18 -

b mesyarakai Babupaten Tuban sehagai peserta PBI Daerah.

c. korban langsung dar bencana vang dirvatakan secara ressnd oleh
Supati, atau KLB penyaldt merular, yeng mendapatkan pelayanan
kesehatan di FKTP dan FKETL milik Pemerintabk Daerah:

d. korban  tindak-pidena  yang membutuhkan pemeriksaan  medis,
tindalkan medis, dan fatay vsum of repertum; dan

. gelandangan dan crang terlantar vang tidak mernpunyai tempat tinggal
tetRL:

Tujuan pemberian Jamkesda sebagaimana dimakeud pada avet {1) adalah

untit memenuhi hak dasar masyarakat tidak mampu, pemeratzan dan

peniingkatan  pemerataar cakupan  masyerakat  Habupasten  uptuk
mendapatikan pelayanan kesehatan yong bermutu, aget tercapai derajat
keschatan masyarakat vang optimal dan dapat hidup produktif

Prinsip pembiayezn program Jamkesda adainh tidak ada dupiflkasi

ANEEATAT], SASKTRN penenima, dan manfaat vang diterime {benefin,

Masyarakat miskin ponerima bentuan schageimana dimaksud pada ayat

(1) harus mwemmenuhi kriteria, persyaratan, dan prosedur vang telah

gitetapkan.

Mnas Kesehatan merencanakan kebutuhan anggaran  sebagaitmans

dimakeud pada ayat {1) berkoordinast denpan OFPD terkit,

Selutuh kebutuhan anpgaran eebagaimana dimaksud pada ayac {&)

diusulian kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesust mekanisime

peitpanggarat: APED.

Bagian Xodus
Rehlinkan Program Jamkegds
Pa=sal 5
Pengembargen Program Jambkesdsa dalam ranghks mendukung program
Femerintah {emtang penyelenggoraan jaminan keschatan yang dikeloin
BPJ3 — kesehatan dileksanakan melaht] kepesertaan PBI-Daerah zecars
bertabap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerimtah Daeral masth menvelengzarakan penjaminan  pelavanan
keeehatan tertentu &f Puskesmas dan jaringasnva bag masvarakat
terteniy yang Delurm memitiki karu kepesertaan BFRJS -~ Keschatan
damn fatau perdamin lainnye.
Peserta progratn Jamkesda diluar PRI-Daerah yang memiliki 8PM YHDIE
masih berlaku, berthak mendapatkan pelavanan kesehatan & Puskesmas
Rawat Jalan, Puskesmas rawat inap dan Fasilitas Kesehatan Rigtkan
Tinghkat Lanjittan kelas Pl sesual ketentuan vang berlak.
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Kepala Rukun Tetangpa, Hepalp Ruokun Warga, dan Kepala
Desa/Kelurahan bertangpunpjawab secara berjenjang atas kebenaran isi
pemerbitan SKTM dan/atau SPM.

Kepala Dines Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anal
melakulan pengesalian, pendatann den permutakhiran data SKTM dan
5PM sebelum pemegang SPM sebapadmans dimaksud pada ayat {3)
memperoleh pelavanat i Puskesmas/Bumah Sakit

Berdasarkan heasil pendatsan Kepals Dinas Sosial, Pemberdavaan
Perempuan dan Perindungen Anal mengusulkan pama dan alamat
domisili celom  peserta yang  berhak  sebagat peserte  PBI-Deerph
sebapaitnena dimekeud pada ayat {1 untuk ditetapkan dalam Keputusar
Bupati.

Untuk melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {6}
Kepwla LHnas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mehibatican  Pemerintah  Desa/Kelurahan, Lembaga Xemasyarakatan,
Bidan I Dess, Kader Kesehatan dan/atau tokoh masvarakat

Jetiap penerima bantuan  sosial penjaminan  kepesertaan BPJS -
Kesehatan sehagmimana dimeksud pada ayat (1), waijib melakukan upaya
pencegahian penyakit dengan menerapkan Perilalon Hidap Sersib Dan
Sehat [THBS).

Baglan Ketiga
Sasaran Progray Jemkesda
Prasl &
Sasaran penerima program Jambesda, meliputi -
a. masyarakat miskin yang berhak eebagai PRI-Daerah, dengan
persyaratan:

1} bayi bery lahir dari orang tua penerima PRI-Daerah;

Zj nama-nama dan alamat yang ditetapkan dalam Keputusan Bugpati
atas usuian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  dan
Perlinduwngan Anak Kabupaten Tuban,

b. masvarakat miskin vang memiliki kartu SKTM dan SPAM:
c.  penghunt Pant Sosiad;

korban  tindak-pidana vang membutuhkan pemmeriksasn  medis,

tindukan medis, dan/atau visom & reparin:

e. pemysndang Masslah Hesejahteraan Sosial ; Celandangan, orang

tetlantar, ovang tidak mempunyai tempat tinggal tetap,
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[2] Sasaran penerima program jatnkesda berdasarkan jenis penyakit atan
pelayanan kesehatan tertenty bagh masvarakat miskin atau tidak mampa
denpan kriteria, meliputi penderita,

4. kusta ateu mantan penderitse kKusta;

b. orang dengan genggean jiwa berat piay gangguan jiwa yang dipastang,
termasuk biaya tranaport dan pendamping;

e, pelayanan ambulan rujulan ke RSUD termasuk tenags Puskesmas
sebagad pendamping dengan atandar sesuai ketentuan vg berlaku;

. thalasermia;

. hemofiling

. kelainan kongenital;

g Penderita HIV/ Aids;

h. Tbu hamil, bersatin, pifss dan bayi baru lahir dengan rafkn tinggd;

i persalinan apabils tidak ada program Jampersal;

J-  bayi/anak gizi bhuruk;

k. kejadian lkutan Pasks bnunisssi (KIPH;

i.  peseria PRI maupun PBI.Daeral yang meningga] dunis untuk biayve
atnbulance/ kereta jetiazal ke alamar tewnpat tingeal; dan

m. penyakil menular tertentu vang meniadi progrem Pemerintah Daerahs;

{3} Sasaran faegilitas pelayanan kesehatan, meliputs

. Puskesmas dan jaringannya;

Iy Labkesda;

c. RSUD; dan

4. FRRIL di fuar milik Pemerintah Daersh vang mempurnyal petjanjian
kerfasama dengan Pemenntah Daerah.,

(4} Basaran lein, yaitu masyarakat korban langsung dari ©

a. KLB penyaldt menular vang dinyatahan secars resmi oleh Bupati;

b, Detwana yang dinyatakan secara resmi oleh Bupati; dan
¢, tndak pidana: dan
el

penghuni lembaga pemagyarakatan dan nimah tahanan fnetan);

Bagian Keenspat
Pongelolaan Program Jamkesdn
Paznl 7
{1} Pengelolaan program Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang
terdiri dati Tim Koordinasi den Sekretariat Program Jaminan Kesehatan.
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Ty Koordinaei den Sekretarat Program Jaminan Kesehatan  dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

Tim Pengelola mengajukan BKA yang dikonsolidasikan dalam REA Dinas
Kesehatan atay Dinas lain yveng ditunjul untuk memenuhi kebutirhan
apevasional Tim Pengelola dan kebutuban pembayvaran Kaim pelavanan
kesehiatan pasien program Jamkesds,

Bagian Eelima
Makanisme Pencairan Dana Program Jamkesda
Paged &

Pencairan dana program Jambesda olelh Kepela Dinas Kesehatan dar

Bendabara Umum Daerah, mengacu pada ketentitan yang diatur dalam

Peraturan Bupati tentang Pengeloinan Keusngan Baerah.

Penpgajuan pencairan dana kepada Dinasg Kesehatan ofeh Puskesmas

dan/atay FKRTL vang telah melakuksn kerjasama dengan Pemerintah

Dzerah, diatur melalui mekaniame sebagai berikut:

i Fuskesmas atau FEKRTL mengajukan klaim pelayanas sesval dengan
jeniz dan frekuensi pelavanan yang telah diterime peserts disertad
Surat Jaminan Pelayanan yang sudab ditanda-tanpani oleh peserta
Jamkesda;

b, pengajuan klaim pelayanan schagaimans dimaksud pade huraf a,
assual tarif retrilnasi dalam Peraturan Daerah;

€. pengajukan Kaim diajukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10
bulan bBerikutniya pada hari Xega, disertal Derkas pengajusns kinim
vang sudah lengkap ke selretariat Tim Pengelola Jamkesda.

4. stef verifikator melakukan verifivasi kelempkapan dan kebenaran
berkas kdaim yang dinjuken oleh Puskesmeas dan FEKRTL.

e, staf adeministrasi keuvangat menyampaikan kepada Puskesmas dan
FRRTL tentang pencairan klaim yang telah disetujui

Bagt FRRETL yang tidak memiliki peganjian kerfasams den telah

memberiban  pelayvanan  kegawat-daruratan  bagi  peseria  program

Jamkesda non PBI-Daerah, pengajuan dapat dilakukan secara kolektif

setiap akhir bulen, dengan disertal 8P vang telah ditanda tangani olek

peserta dan fotokopd S3PM yang measih berlalss.

Hesaran tard Liaim sesual dengan tardf kelas 711 vang berlaku di FKRTL
varg bersrnghtitan,
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Puskeamas dan FRRTL dilarang melakukan kecurangan dalam pertgaitan
klairn pelayanan yang felah diberikan,

Paglan Keenam
Persyaretan dan Prosedur Pelayanan
FPaaa] @

Setiap peserta program Jambkesda wailb mengikot prosedur yang telab

ditetapkan untul memperolely pelayanan kesehatan, termasuk mengikud

mekenisme pelayanan rijikan kesehatan sesuai peraturan perundangamn,

Persyaratan elenglapan vang harus disediakan atay dilakuken oleh

peserta program Jamkesds nen FRERDaerah, meliputi

a. foto kopt 3PM vang masih berlaky;

b. foto kopi KTP atan XK detgen menunjukkan aslinya bila pasien
dewssa, bila pasien bavi harus menunjukdian gsurat keterangan lahir,

4. surat jaminan pelayatan yang ditendatangani pemberi pelavanan dan
peserta Jamkesda yvang boersargkuian (pasien;

d. surat rujukan dan Puskesmas untuk pasien yvang dirawat di RSUD,
surat mjukan dari RSUT v, R, Keesma untuk pasien veng dirawsat di
ESUD Br. Soetomo ataw Rumah Sakit lain yang bekerja sama dengsr
Femerintah Dasrah,

f. mncian biaya rawat inap kelas W, resume/ringkasan medis {diagness
akhir), vincian obat/alat kesehatan habis paked, atay tindakan media
sesual yang diterimanya;

g surat jalan untuk pelayanan ambulen rujukan yang ditanda-tangani
oleh petugas di REUD vang dituju, sopir vang bertugas dan pasien/
kehiargarnya;

h. Surat flan untuk pelayanan ambulan jenazabh vang ditanda-tangani
obed keluarga/ahliwaris peserta jambesda dan sopir pelaksana VATE
bersanghtan,

Balam hal pasien peserts program  jmmkesda yeng tidak  Disa
menunfukkan 3PM atau Kartu Peserts PRID {Kartu BPJS} atan Kartu
Indonesia Sehat yang masih berlaku, diberlakukan sebagai pasien wmum
dan wajib membayar retribusi pelayanan keschatan.

Batae tuleransi penyerahan 3PM sehogaimana dimaksud pada avat 3]

untuk pasien rawat inap adaleh 2 x 24 jam sefak masuk/dirawat di
Puskesmasa Rawat Inap atau di RSUD.
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BABV
PENYELERGOGARAAN PELAYANAN KESEHATAR
PADA KEADAAN KLE, BERCANA, DAN FTINDAK PIDANA
Baglan Kesat
Pelayanan ¥eschatan Pada KLE
Pasal 10
Pentetapan KLE pervalkit menular tertentu oleh Bupatit atas dazar usulan
Kepals Dinas berdasarkan pede hasil sunveiian epidemiclogiz setelah
berkoordinas: dengan 0P terkait.
Permiyataan penetapan KLE sebagaimana dimeakeid pado ayst {1 memuat
sekurang-kurangnva |
& nama Penyeldt vang dinyatakar KLE;
b, batas waktu mulei dinvaiakanrva KLE dan perkiraan berakhirnya;
€. jenis pelavanan kesshpinn yvarg dibebaskan dan dijamin oleh APB.
. tempat/Sarana Pelayansy Keschatan vang ditunjuk sebagai pelaksana
pelayanan FiB,
e, peran sertd masvarakat dalam penangeulanpan KLB;
f. tatecara pepghivan kiaim pelavanan kesehatan pasien KLB,
Magvarakat yang terkena damnpak langsung dibebasksn dasf biaya
perawatan i Puskesmas dan faten REUD dr. K. Eossma Tuban.

Baglan Kedun

Pelayanan Keschatan Pada Keadasn Bencana

Pasal 1t

Dojam hal kejadian bencana yvang dinyatakan secara resrmi oleh Bupati,
masyarakat yang terkena dampal langsung, dibebaskan dag  teof
retribusi peiayanan kesehatan tertentu dan dijamin pembiayaannva darf
APBI} atas usulan Kepala Ditas Sosial, Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan anak dan Kepalp [Ynay Keschatan.
Badan Penanggilangan Bencana Dasrah mengkordinasiken penanggulan
hencana dengsn menggerakkan semua potenai Daerak,
Binas Kesehatan menghoordinasikan bantuan dan mobilisasi sumberdaya
kesehatan di Deerab untuk penanganan tansgap-darurat, termasuk
pengiriman tin kesehatan 4i daersh bencana.
Kepals DHnas Kesehatan berkoordinesi dengan Kepaln Dinas Sosial,
Pemberdayazan Perempuan tdan Perlindungan  anak, untuk
penanggulangsn  dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat
meliputi kebutuhan anpggaran selama bencana dan pasks hepoans,
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Bagian BEetiga
Pelayanan Keselbntan Pada Korben Tindak Pidana
Fasal 12

Masyarakat korban thwlak pidansa dibebaskan dart retribusi pelavanan
hesehatan, melipuadt |

%
b
.
&1

korthan kelverpsan pada anak;

korban Kelerasan dalam rumeab tanges;
korban pemerkoosaan f kekerasan sekanak dan
korban pembrnithars.

Kepate Dinas Kesshatan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resost
Tuban tentang penjomiten pornbiayaan korban tindak pidans,

Dalare hal hasil koordinesi sebagaimana dimaksud pade syat (@) sidak
adr pembiayaan dar APBN, Kepala Dinas Keschatan dapat mengusulkan
kebutuhan anggavan pembebasan pelavanan korban tindak pidans

schagaimanae dimabsud pada ayat (1) melahs mekanisme APBE setiap
tehunnya,

Jents pelayanen korban tindak pidana yang dibebaskan meliputi

a.
b.

C.

pemertksaan kesehatan vman

vawat itap pada kelas 11§

pelayanan pendampingan puilcologi korban di REUD dr 8 Koesma:
tindaskan medik sessai kondisi korban,

vigin ef repertum korban meninggal dan/ataun visum e repertum
korban hidugp di REUD v B Koesme Tuban.

¥epala [inas Kesehatan setiap tahun angparan merencanaan kebutuhan
klaim pelayanan kategor] pasien sebagaimana dimaksud pade avat (1},

BAR V]
PENYELERGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTY
YANG DIREBASKAN DARE RETRIBIISY

Pasal 13

[}] Pelavanan kesehatan tertentu yang dibebaskaern dac retribusi, denpgan
kriterig -

2.

diberikan kepada penduduk kabupaten Tulean yang belim mempunyai
jarminan  kesehatan ditsndal dengsn menunjukkan Karts  Tands
Penduduk Tuban yang masgih Berlaku: dan
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b, polavanen kesshatan vang dibetikan berups pemeriksaan kesshatan
WM.

Yermerikunan kesehatan wmum vang dimeksud pada avat (1} huraf b,

frrskipatis

B. pemeriicsaan kesehatan wimum dan penpobatan dasar rawat jalan pada
pelsyanan rewat jalan;

b, pemerikszan pigl umum, pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut:
dan

¢, pernetiksaan umum dan pengobatat dassr, pada pelayanan kesehatan
gawat daryraf.

Jends pelayapnen keschatan tertentu yang dibebaskan dari retribusi

sebagaimara dimakaud ayat (2} dijamin pembiavasnnys meklahs Anggaran

Pendapatan dan Belama Daerah,

BAB VIX
PEMEIAYAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatny
Tujuen Pembinynan

Fasal 14
Pembiayasan kesehatan  berfujuan  uptuk penvedipan pembiavasn
kesehatan yang berkesiammbungan dengsn jumlsh vang mrercukupi,
teralokast secara adil, dan bermanfaat secarve bBerhasi guna dan berdaya
gune untul merdamin teraclenggaranya pembangunan kesehatan agar
meninghkatkan derajot keschatan magyarakat setinggi-tingrinya.
Unsur-unsur pemiiayasn kesehatan sebagsimana dimaksud pads. ayat
{1} terdiri atas sumber pembiayzan, besaran alokasi, dan pemanfaatan,

Bagian Kedua
Sumber Pembinynen
Pasul 18

Hiaya opetasional penyelenggarsan pelayanas  keschatan merppaloan
dana  yang dikelusrkan untuk  membiayai polakzanaan pelatanan
kezehatan dan pelaksanaan administrazi kesehatan di Daerah.

Biays operasional penvelengearaan pelavenan keschatan pada UPTD
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Helanja Dacrah Kabupaten
yang tercantum dalam DPA OFD Dinag Keschatarn pads
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B, program Upaya Keschatan Masyvarakat untuk kegiatan pemelibBbaraan

dan pemubihan kesehaten masvarakat: dan
. program Upaya Kesehatan Perorangan untulk kegiatan perawatan
kesehatan petrorangan,
Femiiayaan program Upaya Kesehatan Masvarakat schagaimana
dimabesud pada ayat {2) huruf &, bersumber dari Anggersn Pendapaten
dan Belanja Daerab danfatay Anggaran Pendepatan dan Belania Negara
{Dana  Alokast Khusus Bidang Resehatan - Bantuan Operasional
Kesehatan).
Pembiayaan penyelenggarasn program Upaya Keschatan Perorangan
sebagaimang  dirmaksud pada  syat {2 huryf b, bersumber  dari
pendapatan vetrbusi pelavanat keschatan perorangan, kapitasi, non
kapitasi, pelayanan penunjang keschatan, dan/ataug APRD,
Pengelolaan dari alokasi biaya operasional pelayanan kesehatan tidak
bisa dicampur ateu tumpang tindih dengan sumber pembisyasn lain.

Eagian Eatiga
Besaran Pembicyaan Program UKM
Pamal 16
Besaran Pembiayaan Operasional Kesehnian dalam APBD disesuaikan
dengan kebijakan Daerah den kemampuan pembiayasn Daerah dalam
rangkes memenuhi ketemtuan Pasal 171 Undang- Undang MNomor 36
Fahun 2000 tentang Kesshatan,
Hesaran  alokast pembisvaan  Program  UEM  disesuaikan dengan
kebutuhan pembiaysan program  dan  kegistan YRRE meruskan
pergabaran dar Hencana Pembangunan Janghs Menengah Paernh dan
Renatra Dinas Eesehatan setelab mendapatien persetujuan DPRD.
Program: dan kegiatan sebagaimans dimaksad pada ayat (2}, meliputi
kegiatan -
&. prognost dan pemberdayasn masyarakat:
b, kesehatan lingkungan;

€ pencegahan dan pemberantasan penvakit menular dan Penyvakit Tidak
Menilar

perhaikan gzl masyarakat;

kesehatan {by, anak dan keluargs herencana;
siveilance kesechatan, danfatau

program pengembangan dan inovasi,

@ omonoa
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4] Pembiaypan program dan kegiatan sebagaimana dimeksud pada avat (3)
ssluruhnya dibebankan pada APBD pada DPA OPD Dinas Kesehatarn.

Hagian Heempst
Beapran Pembieyaan Program UHP di Paskesmas
Posat 17

{1} Besaran pembiayaan operasional program UKP yang hersumber dar
pendapatan  fungeional Puskeamas denpan jaringanoya, disesuaikan
dengan besarnya rencana pendapatan pelayanan kesehatan di masing.
maging Puskesmas berdasarken realisasi penerimRan zata-rata 3 [Hga)
tahrirn terakchir.

{2 Pendapatan pelavanan kesehatan sebapaimana dimaksud pads avat {1,
yang bersumber dari pelayanan kesehatan perorangan, meliput

g. pendapatan pelayanan pasienn umun asesiai Perda Retribusd;

k. pendepeaian pelayanan pasien perjaminan, terdis dar
1) Pendapatan kapitesi peserte BRJIS Hesehatan:

4] FPendapaian non kapitasi (kckaim) pasien BPJS Kesshatarn:

3] Pendapstan pelayanan peseria Sambesda: dan

4] Pendapatan  layanan pasien perusahaan danfatan  asuranst
komersial,

¢. pendapatan pelavanan penunfjang kesehatuan:

d. pendeapatan lain-lain yveng sah sebagaimana distur delam Perds 15
Tahun 2015,

[}]  Bespran pembiayaan operasiona)l program URE bersumber daris

& APBD dan/DAK untuk belanje modal sebagai bentuk investasi publik
wieh Pemerintah Daerah:

b pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP dard APBI dan Jatan DAK;
AFBL untuk biava tetsp, seperti paji, afr, listrdk, atan petislharaen
gedung dan peralatandan

. APEN.

Bagien Kelimng
Bexaran Pembilayann Iabkesda
Puaal 18
{1} Besaran pembisyaan operssional pelayanan babkesds hersumber dary -
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2. pendapatan reintbusi pelayvanan pemeriksaan laboratovium klindk,
pernertiksaan  laboratorium keschatan  lingkungan, denfatag
pendapatan peleyanan keschatan penunjang; dan

o, pendapatan dar subsidi AFBD.

{2} BDesaran pembiaysan operastonal pelayanan Labkesda vang bersumber
dari pendapaian retribuai sebagaimana dimakoed pada avat (1) huruf &
dizesuatkan dengan recana pendapatan retribusi pelayansn petneriksaan
laboratorium klinik, pemerikszan laborstorium kesehatan lngkungan,
dan/atau pendapatan pelayvanan penunjang kesehatan,

{# Rencana pendepetan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayar {32
dibitung berdaserkan rata-rata penerimaan reirbusi selama 3 (figa)
talen terakhir

(4] Hesarnya subsidi  pembiayaan operasionsl  Labkeads  sebapajmana
dimaksud pada avat {1) huruf b disesuaikan dengan prograrn — kegiatan
vang disetujui DPRD dalam DPPA OPTD Dinas Keashatan, melputi
a. subsidi APBD untuk belands inodal sebagal bentuk imvestasi publik

aleh Pemerintah Daerah;

b, subsidi pemenuban kebutuhan reagen dan peralatan lsboratorium; dan

c. subsidi APBDY untuk biaya tetap, sepert gai, air, lstik, atau

pemeliltaraan gedung dan perainian,

Bagien Keenam
Pemanfaatan Pembiaysan I7PTD
Pasal 10

(}] FPemanisatan pembiavaan yang bersumber dad subsidi APBD danfatny
APEN dizezuaijan dengan peruntukannya.

(2] Pemanfaatarn pembiayasn vang bersumber dar pendagatan  retribuosa
pelayvanan keschaten, dan klaite pelayanan pasien BRIS - Keschatan,
dHatur sebapai bBerikat -

3. jasa pelayansn pemberi pelavanen langsung {pelayanan berrspa profesi
kesehatan} dan jasa pelavanan umum: dan

b. jasa sarana untuk dukungan baye operasional petayanan kesehatan
abat, bahan medis habis pakai, biaye pemeliharaan dan kelibrasi,

{3 Pemanfaatan pemidayaen pendapatan dari dana kapitasi peaserta BIRIS -
Kesehatan diatur sehapgai berikist -

a. pembayaran jasa pelavanan Kesehatan, sesuead dengan peraturan
perundangan vang berkaky; dan
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b, dukungasn biave operasional pelayanan kesehiatan.,
Pemanfantan dana kapitesi untuk  dukungan biava  operasional
sehogaimana dimaksud pada ayat {3 haruf b, dincenfaatkar untuis
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis peksi; dan
b biava eperasicnal pelavanan kesehstan laitnya,
Dukungan baya ocperasional pelayanan kesshatan lainnya sebagaimana
dimaksiad pada ayat {4 hurs! b, meliput:
& belanja barang operasionat, terdin day:
1} pelavanan kesehatan dalam gedung;
2} pelavanan kesehatan Tuar gedung;
3} operasional dan pemecliharaan kendaraen Puskesmnas keliling;
4} bahan cetak atay alat tulis kantor
o ediministrast, koordinasi program dan sistem informasi;
6} peningkatan kapasitas sumber daya manusia keschatan; dan/atau
¥} pernelibaraan sarans dan prasarang.
b. belania modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanasnnya
sesal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalum rangka efeltivitas dan efisicnsl pemanfaaten dans kapitas{ dan
hasil kiabm  nom  kepitasi, HKepala Puskesmas wajib melakukan
pengendalian murs pelayanan pasien BRIS - Kesehatan dan pengendalian
biava operasional,

BAB VI
PENTELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA UPTD PUSKESMAS DAN JARTNGANNTYA
Bagion Kesntu
Urnwusm

Pasal 20
Fuskesrday mempunyai tugas melaksanakan kKebijakan kesehaten untuk
mEncapat tjuan pembangunan kesehatan di wilayab kerfanva dalam
rangkn mendukung terwujudnya desa sehat dan kecamatan sehat.,
Dalam melakssnakar tugas sebagaimanas  dimaksud pada avat (1}
Puaskesmas menyvelenggarakan fungsi:
2. penyelenggarean UKM tingkat pertama di wilayah kerignya:
. penvelengparasn KP tngkat pertame di wilayal kerjanya,; dan
¢ penyelemggaraan {unpsi sebagal wahana pendidikan dan penelitian

tenspn kesehatan,
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Penyelenggaraan URKM sebagaimana diatur dalam FPasal 10 ayat (3}
pembiayaannya dibebankan pada Subsidi APBD denfatau Subsidi BOK
(APBN), make penyelenpgparasn UKM tidak termasuk sebagai ohyel
refribug;,

Dalam menyelenggarakan UKP dan fungsi wahane pendidikan dan
peneiitian, Pushemas dapat memungutb tasif cbeek retdibusi pelayanan
sebagael layanan sesuel dengan kefentuan Perda Nomaor 15 Tabun 2015,

Fran] 21
Kepaln Puskesmas waiih menvelenggaraken UKM sesusi SPM vang talah
titetapicaz.
Kepala Puskesmas wajibh menyelenggarakan pelavanan UKP vanpg aman,
terjangkau dan bermutu sesual SPM, 80P, pedoman klinik, dan standar
pelayanan profegi yang telah ditetaphan,
Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dirmaksud
pada ayay (2], Puskesmas walib mengkuti penilajian akreditasi Puskesmas
sgsuat peraturan perundang-undangan,
Untuk mewujundkan efektivitaz, cfisiensi, dan produktivitas pelavanan
kesehatan, kepala Puskesmas wajib melakukan upsya pengendalian
mutyy daf upava pengesidabian biayva.
CUhyek Retribugi Pelayanan UKP pada Puskesmas dan jaringannya
rrekiputi:
pelayanan rawat jalan,
pelavanat: gawat dargrat;
pelavanan rawat ingp;
petavanan meedik;
pelayanan kesehatan gigi dan muiut;
pelayanan kesehatan fbu, anad, keluargs berencana dan kesehatan
reprodukoss;
pelayanan pemeriksaan kesehotan;
h, peleyanan keperawatan;
i.  pelayanan kebidansn;

mopoap o

o

j- pelayanan transfusi darah dan pelayanan terapi oksigen;
pelayanan pemeriksaanan pesisinjang seedilk;

prelayanan Administrasi Releam Medik dan klaim pelayanan;
pelayanan armasi;

pelayanan gis,;

s
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pefayanan keschatan tradigional;

pelavanan keschatan precrujulkan dan ruiukan Pasien;

£ 'm0

pelayanan Transporiasi Pasien dan Transportasi jenazah;

r. pelayanan Perawstan jenazah dan medico legal;

2. pelayanan Perawatan Keschatan Masvarakat;

t. pelavanan Penunjanp kesehatan,

u. pelayanan Pengainbilan sampel laboratoriurn ke lapangan; dan

v. pelayatan kesehatan lapangan ofeh swasta.

Baplan Kedus
Pelasanan Rawat Jalan
Pasal 22
Pelayanan rawat jalan sebagsimana dimaksud dalam pasal 21 ayad (5]
huraf 2 merupaken pelayanan dasar dif  masing-mwasing  polikinik,
meliputt:
4. Anamnesa, pemeriksaan fisik dispnostik dan pemberian obat standar,
0. Pelayanan rekam medik bagl pasien bavy, meliputi kartu identitas
pasien yarg berlaka seumur hidup dan dekummen rekam toedis.
Pelayanan rawat jxlan sebageimana dimaksud pada ayat {1 huref a
dipunguat retribusi sesual tacf retribusi yang berlaku, kecual pasien
penjaminar BPJS.
Peloyunan rawal jalan sebagaimans dimaksud pade avat {1} huref b tigak
dipungnt retribusi.
Pasien penfarninan BPIS  sebagaimana  dimeaksud  pads  ayat {2y
pembiayaannys rmerupakan bagian dari dana kapitssi mesupun oo
kapitasi por peserta BRIS,
Batams hal pasien rawet jalan, membutohkan pelayanan kesehatan diluar
sebagaitnana dimaksiud pada ayat. (1), dipungut biaya retriboasi pelevaran
tersendiri  sesual  jends  atau  bentuk  Hndakan  medik dan/atau

pemerikazan penujang medik yang diterimanya.

Pemungutan retribugi pelayanan sebagaimeans dimaskeud pada ayaf (4}
sidasarkan pada perkalian antars jends-fenis pelevapan yang giterimanya
dikalikan denpgan besaran tarf vang distur dalam Perattiran Daersh
Nomor 15 Tahun 2015,
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Besaran {pri! sebagaimans dimeksud pada avat (5} untuk pasien
penjarminan baik penjaminan BRJS maupun non BRIS sesuad dengan

perjaniian kerjasama.

Bagian Ketign
Pelayanan Gawat Parurat
Fagal 23
Felayanan gawat darirat schapaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5
huruf & merupakan  pelavapan kegawat-daruratan dagar di Unit Gawar
Dhraral Puskesmas, meliputi:
a. pelavanan - frigse, anamnesa, pemeriksazan Szik diagnostik  dan
prmbErrian obat standar
b Priayvanan rekam medil tegl pasien baru, meliputi kere identitas
pasien yang berlaky seurmur hidup dan dokumen relaam medis.
Settap pasien yang memperoleh peiovanan gawat darerat schagaimana
dithaksud pada ayat {I) husuf a wajib dipungut retribasi sesuai tad
retribual  yang berdakue, kecuali pasien penjaminan BPJS  maupun
penjaminan non BRES,
Pasien penfamninan BPJS, biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} merupakan bagian dari dana kapitasi per peserta BRJS.
Pasiern gawat darurat di Unit Gawat Darurst vang seembutthkan
obeervazi lebih dar & {enam) jam, harus dilakuken di rawat inap, rewat
intensif atay dirgiuk ke Bumah Sakit yang lebth mampu atas indikas
med:k yang diperfukan.
Dalam hal kondisi pasien sebagaimans dimaksud pada ayat (1) tidak
mampu ditangani oleh tenags kesehatan Puskesmas, maka waiib dirujuk
ke fasilitas pelayenan kesehatan tpgkat lanfut (Rumab Sakit) dengan
dilakukan  tindakan medik  untuk  stabilisssi pernafassn dan/atan
kesadara rnya.
Drfam hal pasien di Unit Gawat Darerst, membutubkan pelayaran
kesehatan di lugr sebageimana dimaksud pada ayat (1}, dipungut biaya
retribusi pelayanan tersendis sesual jenis atay bentuk tndakan medik,
pelayanar  obesrvasi, dan/atay  pemeriksaan penuiang  medik yong

diteritmanyvs,
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Pasaal 24

Konligi atau keadaan kegawat daruratan pasien dapat tevjadi disermnua
Unit Pelayvanan Jf Puskesmas dan membutubkan penanganan sesegers
mungkin gune petyelamatan fiwa dan/atan mengurangi rsiko kecacatan.
Pelayanan medik kegawat daruratan sebagaimana dimabksud pada gyar {1}
dipmngit taril retribusi sesuat jemis dan benmink tindakan medik vang
diterimna oleh subyek retribusi.
Besaran tarif refribusl pelayanan kegawat-daruratan dibedakan dengan
pelayvanan rewat jalan atau rewat inap berdagarkan pergmbangan ;
a. tingicat viaiko pelayanan, batk bagh Pasien maupun bag petugas;
b, tinglcat kesulitan berdasarkan kondisi Pasien:
c. kebutuhan babhan reedilk habis palai yang lebih banyak;
d. jumlah tenags keschatan vang melskukan tindekan lebih banyal

dengan kuahfileasi/sertifikas khusus, dan
e. penyvediaan peralatan medik kegawat darcatan {erergenery kit

Bagian Keempnt
Pelnynnan Rawat Tnagp
Paspl 25

Pelayanan Rawat inap scbagritmanga dimaksud datam posst 21 avat {5]
huruf ¢ merupakan pelayatan tingkat lanjut pada Pelavenan Keschatan
dasar,

Bentuk pelayanan rawat inag vang menjadi obvek retribust melipyti:
pelayvanan akinodasi;

pelayanan visite;

pelayanan tindakan medik non operatif:

pelayanean asuhan dan/atau tindakan keperawatan;

pelayanan asuhan dan/atau kebidanan;

pelayanen rawat isolasi penyalit menular;

pelayanan bayi rawat gabung dengan ibunya;

pelavanan rawat sehari; dan

i pelayanan diagnostil elekiromediik.

Pemungutan pemakaian akomodasi dibitung harian yaite terhitung muisi
Jam 00.00 (nol-nol sebagai dasar perhitungan.

Dakem hal Peasien menempatt akomodasi kurang das 24 (dua pulub
empat] jam karena berbagai schab diperhitungkan 1 {satau} har rawat
nap.

Pelayanan rawat pabung, skomodasi bayi diperhitunpkan 509 [(Hma
pulult persent dar tanif refribusi akomodast ibunya.

i O = I




184

(¥

(&)

(i}

i2)

31

&)

[E]

{2

- 34 .

Setiap Pasien rawsl inap vang membutubkan pemeriksasn penunjang
medik dikenakean tarid retribusi  sesuad  dengan jenis/parameter
pemerikeaan penunijang madik yang diterimanyea.

Setiapr Pasienn rawat inap vang membutuhkan pelavanan rehabilitasi
medik dikenakan tanif refribuai sesual dengan jenis pelayanan yang
diterimanya.

Setinp Pasten rawat ap veng membufubkan rujukan ke Fasilitas
Pelayanan Heschatan Tingkat Lanjut dan membutubkan pelayanan pra—
rujukan dikenakan retribusi sesuai dengan jenis pelavanan,

Baglan Kelima
FPelayansan Medik

Pasal 26

Pelayanan Medik sebagrimana dimaksud datam pasal 21 ayat {8} huruf d
dilaksanakan oleh dokter ymum dan dokter gigl sesuai kewenangan klinig
dan standar profest masing-masing tenags medis,

Pelaksanaan pelayanan meodis ofeh tenagn dokier berpedoman pada
Penduan prakiek klinik bagl dokter di fasilitas pelavanan kesebatan
prisner sesual peratiran perundang-undangan,

Pajam rangke peningkatan koealites pelayansn msupun pendingkatan
pendapatan kapitasi bagi peserta B3 Keschatan di Puskesmas, maks
fepala Puskesmas dapal merekrut tenaga media sebagsi tenaps kontrak
Puskesmeas dibiayal dari pendapatan kapitasi,

Pengangkatan tenags medis kontrak sebagaimnana dimeksud pada ayat (3}
barus sepempetabuan  dan  mendapat  persetujuan  Kepals IDHoas
Kesehatan, kecuali Puskesmas telal  ditetapkan sebagal PPK-BLUD

dilakssnakan sesusi Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan SDM
BLUD.

Faanl 27

Jenis pelayanan medik di Poskesmas dan jarnganaya, meliputi |

2. Pelayanan visite Pasien rawat inap;

b. Pelayanan konsultasi medik;

c. Tindaken medik operatif dan pelavanan medik non operatil

. Pelavanan kegawst-daruratan medik; dan

e Pelayanan medico-legat.

Berdasarkan kriteriz waldu pelayanan, tingkat resikeo, komplikasi,
penggunaan alat medik dan profesionalisme, terhadap tindakan roedik
sebagaimana dimaksud pada ayat (£ hure! ¢, dillasifikagikan dalam

a. andalkan medik sederhana;

b, tindaken medik sedangy dan

¢, timdakarn tmedik besar,
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Setinp pelavanan medild sebagaimans dimeksud pada ayat {1) dipangut
retribaiet sesumi jenis dan kiasifikasi meliput] komponen jasa sarana dan
jasa pelpvana.

Jags pelayanesn sebagaimana dimehksod pada avat (3} terdird dar jmsa
mitdik sebagai pemberi pelavanan langsung dan jasa pelayanan umun,

Bagian Heenam
Peleyanan Kesohatan (Gigl dan Muiut
Paant 28
Pelayacan Kesehatan Gigt dan Mulut sebagaimana dimaksisd dalam pasal
21 avat {5 buruf e, terdin dari:
B. pelavanan kedarurafan gipi:
b, pelayanan kesehatan gyl dasarn; dan
¢. pelavanan prostesa gigl
Pelayanan kedaruratan gigi sebagaimena dimaksud pada ayat {1} hurudf &,
meliputiz
B Upmavia menghilangkan rasa sakit; dan
b penanganan treuma sebelum Pasien dirujuk.
Pelavanan keschatan gigi dasar scbagmimana dimahksud pada ayat (1)
hraf b, meliputi ;
& pemeriksaan, pengobatan dan konsultesi gigh dan mualut;
remisreihan karang g
pencabutan tanpy komnplikasi;
trritarnbalern pipt;
perawatan saluran akar; dan
perawatal petaddt/kelpinan jaringan moubuat.

=

oo o

PFuskestas dapal menyvediakan pelayanan prostesa gigi sebagaimearns
dimerksud pada avat {1] humuf o, dengan menpembangian pelavanan
laboratorium teknik gig.

Pelayanan prostesa pigh sebagaimana dimakaud pada ayat {4) mefiputi:

a. pelayanan pengukuran gigl oleh doliter g

b. pembeiatsn prostetik gigl sesuni ukuran yang tekah ditetapkarn;

c. pelayarnan pemasangan dan konseling perpwstan pasea PEIOASATIEAL,
Pembuatan prostess gigl sebagaimana dimaksud pads ayat {5 dalem hal
penyedinan  BMHP disesuailan dengan jenis dan jumiah gt vaps
dibvtubian Pasien.
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Settap Pelayvanan Keschatan Gigi dan Mulut dikenakan retribusi
pelayanan yang meliputi hiaya jase sarana dan jasa pelavanan.

Begian Ketujuh
Pelayanen Kesehatan Fbu, Axak, Kelaarga Berencana
dun Kesehatan Reproduksd
FPapal 29

Pelayanern kesehatan ibu dan ansk, keluarga berencana dan kesthatan
reprodukel sehagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat [5) bl {

melputi:

8. pelayanan kesehatan ibu dan Keluarga Berencana;

b, pelayanan keschatan anak, tumbuh kembang dan  kesehatan
reprodukyl remaja; dan

<. FPelayanan Obateri Neonatal Ervergensi Dasgr (PONEDY & Puskesmas

PORED sezunl kompetensi dan kewenangan kiinik tenapa medil,
tenaga perawat dan tenaga bidan vang tertatih.

Pelayanan Kesehatan by dan keluarga berencana sebagairnana dimaksud
pada ayal {3 hursf a, verditi dass ;

w®,

moreopoop

h.

i,

pemeriksast  Inpscfion  Visicad Asam  Asetal, coyo  terapt,  dan
Pengambilan spesimen pap shiear;

pelayaran Keluarga Berenicana sesusf dengsn jenis hontrasepsi yang
diltirtubkan, konseling KB serta penanganarn kamplikasi KB;
pemerikspat dan perawatan iba Hamil::

pertolongan Fersalinan normal dan perewatan nifas

pertolongan persalinan patologis tertentu olely hidan;

Ronseling Inisiagt Menyusut Dind dan Pemberian ASI Eksldusif;
persalinan  pervaginam  dengan  tindeakan  emergensi  dasar  di
Puskesmas PONED

petayanan tindzkan pasca persalinan di Puskesmas PONED; dan
petayanan pra rijukan pada komplikasi kebidansn dan neonstal,

Pelayanan kesshatan anak, tumbub kembang dan kesehatan repirod ksl
remajs sebagaimana dimakaud pada ayat {1} buref b, melipt

e
1r,

pelayanan imunisasi:

pelayanan konseling dan penangsnan masalah  twmbuhb kembang
anak;

pelayanan keschatan ansk dengan kebutuhan khusus, dan

- pelayanan kesehatan reprodulsi dan konseling kesehatan reprodukst

remaja putr dan calon pengantin pra-nikah,
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Retribusi pelayanan kebidanan terdivi darl perssiinan normal, persalinan
dengan penyulil atau dengan tindakan dan todakan medik kebidanan
acrta kateport tenaga medik atau bidan yang melaksanakat,

Retribusi tindakan medik dan keperawatan bayi baru lahir disesuaikan
Jjenis tindakan dan penggunaan perafatan medis.

Felayanan Keluarga Bereneana  diklasifikesikan  menurut jends  alat
komtrasepsi serte ada/tidaknve penyulit atau komplikasi, baik pada
pelayanan pemasangsn atau pelayvanan pelepassn,

Tarif retribuzi terhadap pelavanan Keluargs Berencana sebapgaimana
dimalesud pada ayat {6) tidak termasuk biaya alat kontrasepsi vang
diperhitunghan tersendiri.

Datars hal elat kontrasepsi disediakan oleh Femeriniah atau Pemerintah
Daerai, maksy hanya dikenakan tarif retribusd jass pelayanannya.
Pelayanan keluarga berencana yang diselenggarakan melalui kegiatan
bakt sosial antara lain TNE-KB-Kesehatzn, Kesatuan Gerak PRE-KBE-
hesehatan atau sefenianya tidak dikenakan retribusi,

Bagian Hedeiopsn
Peleyonun Femeriksann Kesehatay:
Fasgal 30
Pelavanan Pemerikwasn Hesehatan schagahmana dimaksud dalam paszn
21 ayat {% huwruf g diselenggarakan dalam bentuk peket terdind dari
pelayanan medik dan pelavanan penunjang medik,
Jenis-jenian Pelayvanan Pemeriksaarn Kesehatsn sebagaimana dimakstad
pada avat (1}, meliputi:
2. paket Pelayanarn Pemeriksaan Kesehatan sesuai  kebutuhan
tnasvarakal:
pemerikgacn kesehatan calon pegawai {PNS dan Non PNS):
pemerilesaan kesehatan calon femanh haii;
pemeriksaan Resehatan Calon Tenags Keda Indonesia: dan
pemeriksaan kesehatan untiuk kebutuhan terfenty,
Besyran tarif Pelayanan Pemeriksean Kesehatan calon jemaah  haji
digesuatkan Ketentuan yang ditetaphan oleh Pemerintah,
Setinp Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebapaimana dimsksud padsg
ayat [2] dipungut retribust pelayanan meliputi kotponen jnsa sarana dan
jasa peluyanan sesuai jenis pelayananiia.

oo 0o
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Baginn Kesembiian
Pelayanan Keperawntan
Pasal 3}
Pelavanan Keperawsatan sebagaibnmangs dimakaud dalam pasal 21 ayat (5)
huruf b dilakukan ofeh Perawat, meliputi
a_ asuhan Beperawatan,
B kegiatan yang merupakan tugas Hmpah dant Hndaken medilk;
c. tndalan medik kolaboratif {Hm medik); dan
d. pelayanan pendampitgan rifukan Fasien.
Asuhan Keperawatan sebagaimsena dimaksud pads avat {1} huruf a bagi
Pasien rawat inap di Puskesmas FEawet inap diklasifikasikan berdasarkan
twban kerjn, antara lain:
8. asuhan keperawatan dasar uniink kategon pelayanan 1 {satu} sampai
dengan 3 {tige} jam per hao,
. asuhan keperawatan parsial untuk katepord pelavanan £ {ompat)
sarepad dengan 6 {enarmd jan per had;
¢, asuban keperswatan total wuntuk ketegori pelayanan 7 Hujuh) sampad
dengan 9 {sembilan} jam per hari; dan
d. asuban keperawatan intenaif atau fntensif rursing oare untulk kategord
pelayanan lebdh dart % (sembilon) jam per hari.
Pelavanan Asukan Keperawatan sebagaimaens dimaksud pada ayat (2}
yang dikkengken retribusi pelayanan adalal asuhan keperawatan intensif
atal dtersif nursing care,
Asmlan keperawatan intensif sebapaimana dimalksid padas avat (2} buraf
& adualaly pelavenan atsy geuhien keperawatan vang dilakeanakan dengan
ketentiian pada prasien khusus Varig rnembutithlan
pemantavan fobservas kondisl pasien secara intensif.
Asuhan heperawatan intensif schagaimanea dimakeud pada avat (4) harus
menpcruhi syarat ;
B. aias rekomendasi dokter;
k. dilaktdean di ruang kbusas;
c. dilakudoon oleh tenaga keperawatan vang kompeten; dan
d. ada dekumen asuhan keperawntan pasien.
Tertapa keperawatsn yang kompeten sebagaimansa dimaksud pada ayat {5)
huruf ¢ hares memenuhi kritera :

. pendidikan minimal Diploma HI Keperawatan; dan
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b, mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat 1jin Kerja vang masih
berlaku,

Hegiatanr yang merupakan fugss limpah  dari  tinedaksn  medik
sehapgoimung  dimaksud pada ayat (1 humef b, dilakukan sesuaj
kewenangan yang diberilvan dan/atau prosedur yang telnh ditetapker &
bawah supervisi dan tengpung jawab tenags medik vang bersangloatar.

Kegiatan yaug merupskan fugas Tmpah dari tindakan medik dan
tindakan keperawatan kolnboratf sebageimana dimaksud pada ayat {1

huruf e dan huruf 4, untuk  jasa pelayanan dibagl secars proporsional
dengan tenaga medik yang melimpahkan kewsnangareys,

Baglan Kezepuluh
Pelayanan Kebldanas
Pasnl 22

Pelayanan hebidanen sebagsimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (8)
nuruf 1 dilaksanaksn oleh bidan, meliput ;

A#. asuhan kebidanan,

b tindakan kelidanan mandivi:

¢, keglatan yang merupsakan tugas Hmpah dat tndekan medik;

4. tindakan kebidanan kolaboradf (tim medik); dan

e. pelayanan pendampingan rujukan Pasion,

Kriteria dan kiasifikast dsuban kebidanan sebagaimana dimaksud pada
ayni {1} huruf a bagl Pasien rawal inap bersalin dibertskukan sama
dengan knteria dan klssifikas] asuhan keperawatan schagaimana distur
dadam Pasal 3 avat (2)

Tindakan kebidanan mandiri sebagaimana diatur pada ayat {1} huraf &
talamm pertolongan persalinan sesuai dengan kompetensi dan kewenoangan
kiinik yang dirniliki berdasarkan peraturan perandacg- undangan.
Kegiatan  yang merupskan tupas  limpah  dasi tindaken  medik
schagaimana  dimaksud pada avat (1) buruf ¢, dilekukan gesusi
kewenangan yang diberikan dan/atau prosedur yang telah ditetapkan di
bawah supervisi dan tangging jawab tenaga medik yang bersanpiutan.

FPasal 33

Pelayanan Bitan Desa merupakan jaringan  pelayanan kebidanan
Pushesmas.

Bidan Desa selmpaimana dimakasid pads ayat {1 atau Bidao Praktek
Mandiri dapat bekerjasama dengan Puskesmas dalam  memberikan

pelayanan  Pasien BPJS-Kesehatan sesuai  peraturan perupndang.
ynidangps.
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Baglan Kesehalus
Felayanan Tranfusi Darah dan Pelayanan Terapi Oksigen
Pazal 24

Pelayanan Transfusi darah =zebagaimena dirmaksud dalam pasal 21 avat
(3} huruf ; disesuaikan dengan ketersedinesn tenagn kesehatan yang
mermida kompetens) pengelolaan darah dan petpvanan transfusi darah
serta ketersediaan fasilitas penyimpanan dan penghangat darah,
Pelayanan transfust darah di Puskesmas digelengparakan dalam bentuk
pelayanan pemberian trensfusi darel, dipriottasksn pada Puskesmas
FONED danfatau Pelayanan UGD 24 (dus pulub empat) jam,
Tarif retribusi pelayanan pemberian transfusi darsh meliputi jasa sarane
dan jasa pelayanan.
Fenghitiengan jess sarana meiiputt pemakaian sarana dan bahan hahisg
pakei dazar.
Penghitungan tarif layanan pemberisn tranfusi darab  dihitung per
labu /hag darah sesuai frekuensi lavanan yang diterima.
Tarif retribust pelayanan transfusl sebagaimana dimakeud pada ayat (4}
dan ayat {5 tidak termasuk harge kostponen derah vang diperhiturnghan
tersendiri sesual harga vang berlaku pada Palang Merah Indonesia,

FPragl 35
Pelayanan Terapi Oksigen sebagaimana dimakaud dalam pasgal 21 ayat (5)
huruf | mengrunakan gas medik sesuat dengan indikasi medik.
as medik untul keperluan terapd oksigen diperhitungkan sebagal tadf
retribiat teraendin.
Penyediaan BMHF berupa pas medik vyang penetapan harganya
disesuaikan dengan harga gas medik yang berlaku pada saat i,
Jdase sarans dalesn pemakatan gas medik meliputi sewa tabung  serta
SEWE Petalaian menometer, tidak termuasil masker atan nosal canule,
Jasa pelayanan dalam pemnakaten gas medik meliputi jasx pelayanan bagi
petiigas dan perawat yang melayapi dan memonilor pomasangan atals
pemakatan gas medik,

Pugkesmas dapat inemberikan pelayanan terapi oksigen di rumah Pasien
dalam rengks pelaksanean perawatan keschatan masyvarakat,
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Bagian Keduabelay
Pelayanan Femeriksazn Penunjang Modik
Pasal 36

Pelayanan pemeriksaan penutjang medik sebagaimana dimakaud dalam
pasal 21 ayat (5} huraf ¥ oeeliputi
4, pelayanan laboratorium klinik, melipuii ;

1 perneriksasn hematologi,

) pemernksasn kimia klinik;

3] pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;

4] pemeriksaan nikrobiclog kiinil

3 pemeriksaan nunclogh dan serofog; dan

B pemeriksaan toksilolosg,
b. pelayanan radiodiagnostik melipnati

1] Radicdiagnostik dengan kontras;

d) Radiodiagnostik tanpa kontras; dan

3 Radiodisgnostik imaging.
¢, pelayanan dipgnostik elekiromedik,
Jenis pelayanan penunjang medik sebagatmana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan sarana fasilitas dan tenagn ahlh vang kompeten
zeanal kewenangan klinik serta dipenulinya persyaratan perisinarews,
Tarif retribusi pelayenat pemeriksaan penunjang medik bag Pasien rawsat
darurat diklasifikasikan berdesarkan tarif layanan kegawasdar ratats.
Pelayanan pemeriksaan penujeng medik bagl Pasien vang tidak sedang
menialarnd rawat inap di Puskesmas, dildasifikasikan sebagal Pasien
privat,
Peloyanan dingnostit elekiromedif sebagaimana dimakeud pads ayat (1)
huraf ¢ disesualkan jenis peralatan elektromedik yang tersedia  dj
Fuskesmsas,
Pelavanan diagnostik slektromedik mneliputi pemeriksaan dan pengsunasn
peralataty gotara lain:
USG;
EKG;
syringe prime;
suction pump,
Infant warmer;
foto therapy;

PESEHTOTOT;

B
B,
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h. nebufizer; don/otaid

i Incubator,

Betiap pelayapnan penuniang medik dan elektromedik dikensken tasf
retribusl pelayaran meliputi jasa sarana dan sz pelrvanan sesual jenis
pemeriksaan vang diterima.

rasal 37
Tarit  retribugi  pelsyanan  Laboratorium klinik  dan  pemeriksaan
radiodiegnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayag {1) dihitung
e parameter pemerilisaan alalr per shspose fotoradiclogis.
Puskesmas dapat mengembangian pelavanan leboratorium klinik dan
radiodicgnostik dalam bentk paket pelayanan medicaf check up.
Dadam hal tepjadi Jesalahan oleh petupas pereriksaan laboratorium
klinik atau permeriksaan radiodizgnostik laboratorivm {Ruman errert atan
setelah  divalidasi hasiinoya meragukan, maka Pasien melakukan
pemeriksann ulang dan dibebaakan dar tardf retribusi vang memetiukan
pengrlarngan,

Bagian Kotigabeins
Pelayannn Administrasi Rekam Modik dans Klaim Pelayanan
Pasal 38

Pelaynnan Admirdstrasi Rekam Medik  sebagaivsana dimaksud dalam paseal
A1 ayat (5} huruf | diaksansakan oleh tenegs perekam medis dan informast
kesehatan atau tenaps lain yang terlatih {sertifikasi) dafam pengelolaan rekam
modia sesuel standar kompetensi yveng ditetapkat:.
Pelayanan rekam wmedik di Puskasmas, melputi:
2. pelayenan kartu Pasien hart yang berlaku seumur hidup.
b pelayanan rekemn medik rawet jalan per kunjungan;
€. pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan:
i, pelayanan adrministasi rawat inap, yang dikenaken sekali selama

dirawat: dan
¢. pelayanan resume medik dan/atan salinan relam medik.
Setiap pelayanat rekam medik sebagaimana dissaksud pada avat {2) tidak
dikenakan tarif retribusi,

Pelnyenan administrast kisim Pihal Ketipn sesual dengas perjangian
kerjasama yang telah disepakati.
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Baglan Besmpatbelas
Pelayanan Farmasi
Pasal 39
Pelavanan Farmasi sehagaimana dimakaud dadam peeal 21 avat (5) harufm
meTuprken bagian proses pengebstan vang menjadi tanggung jawab Fuskesmas
untuk penyedisan obat den sodissn fermesi kel sesuel kebuiulmn serin
mefakuker peagawasar dan peagendabian pengrunoeainge.
Felayanan Farmast 4i Puskesmas mebiputi:
& Pelayanan konsultasi farmasi/mformasi obad;
b. Felayaran resep obat jadi dan ohat recikan; dan/atau
c. Pelayanan BMHEP
Untuk penyedinan obat dan sediasn farmast lainnye  sebagrimana
dimaksud pada ayar {1) diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat
membentulk unit pelayanan farmast (depo farmnasi) sesual peraturan
pergidatg-undangan.
Pelayanmn Farmmasi di Puskesmas, diatur dengan  ketentusn selwpsi
berileart:
A, pelgyanan obat rawat jalan 3 FPoskesmas dijamin clel Pemnerintah
Drasrah;

h. peiayanan obat rawat inap untuk obat-ghat terfenti: atau obat dasar
difamin oleh Pemenintah Daerah, kebutvhan obat dijuar obat-obat
dasar diberikan dalam bentuk resep dokter: dan

¢. pelavanan obat Pagienn BRJS-Eesehatan sesuai dengan  peraturan
perdndangan,

Batam hal pelayanan heschatan dif Puskesmas dijamin oleh asuransi

pelayanan obat menyesuaiken berdasarkan perjaniian kevjasama.

Pelavanan konsultas] furmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf

& dilakukan oleh tenage yang kompeten, dengan keiteria -

a. pendidikan Apoteker; dan

b mempunyal Surat Tands Registras] dan Surat {iin Prakiek Apoteker di

Puskesmas yang masih berbaioy,

Felnyanan Konsultas! FParmas! sshagaimana dimesksad pada ayat (6)

harug mermenuhi pergyaratan :

2. tersedin  ruangan khusus pelayanan konseling df Puskesmas vang
memenithi standar;

b, dilakukan pada pasten rawat jalan dan rewat inap;dan

€. atas Tajukan dart Dokter.
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Pelavarnan konsultasi Farmasi sebagpimans disnakaad pedse syvat (6] dan

ayat {7 bisa dizjukan klain dengan syorat

a. kbususnya pada pasien rewat inep dengan penyakit kronis dihitung
per pasien selama perawalan; dan

2. ada dolumen konseling pasier,

Bagian Kelimabelay
Pelayanan Gixzi
Faggl 40
Pelayanan (v scbapgaimana dimesksud dalsam pasal 27 ayat {5 Burof
Tk Imedipicti:
A. pelayanan honsoitasi ginl rawat jalan dan rawat inap;
L. pelayanan makanan non diet Pasien rawat inap; dan
c. pelavanan penyediaan makanan diet kKhusus.
Pelayanan konsultzsi gied rawst jelan dan rawat inap sebagaimans
dimmaligid pada ayat (1} huraf a dilalukan oleh tenage yang kompeten,
deppan Eriternin
a. pendidikan minimal Diplomas 1 Giz; dan
b, mempunyal Surat Tands Registrasi dan Surat Hin Kerja vang masih
berlaku.

Pelayanan Konsultasi Gisd rawat jalan harus memenuhi persyaratan ¢

8. tersedia  ruang pelayanan gzl di Puskesmas yang memenilk
standardan

b, atas rjukan dad Dokter.

Pasien rawat jalan wajib dilakukan skrining Gigd, dengan ketentuan:

a. bila skor kurang dari 2 (Hdak bereaiko rnalnutrisil, dan

b bila akor lebih dari 2 {beresike teeabutriall, wanl dilakukan Proses
Asqban Gizi Terstandar termasuk pelayanan konsuliasi i,

Pasien rawat inap wajib:

a. dilakukan skrining gie; dan

b, dilakukan Proses Asuhan Gizg Terstandar,

Pelavanan konsultasi Giel sehagaimans dimaksud pada ayat (4] huruf b

bisz disjukan kinimt:

2. Khusuanya pada kasus penvakit kronis; dan
b, ada dokumen konseling pasiers.

Pelayanan konsuhtast Gizi sebagaitnona dimakaud ayat 4] bisa diajukan
Rlaim dengan syarat
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a. kbususnya pada kasus penyaldt kronig | {gat) kali por paslen selama
masa perawatan; dan

k. ada dolumen kotiseling pasien.

Pelayanan smalanan non diet Pagien rawat inap sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) humf b, adaleh makanan hagsa untuk pasien tanps indikast
Ehuoga

Pelayanan thekanan diet khusus sebagaimana dimakeud pada avat (1)
huruf ¢, sesuai dengan  jenis maekanan diet  khusuia yang
direlomendasikan oleh dokter yang merawat,

Baglan Eeenambelias
Felayenan Kesohatan Frodisional
Fasal 41

Pelayenan Keschaten tradisionzal schagnimana dimaksud dalam pasal L1
ayat {5} huruf o merupakan inovasi pelayanan datam rangka memenuhi
kebutuhan masvarakat den fersedianya sarana-fasilitas dan tenaga
keschatan terampil dibidangnya.

Pelayanan Hesehatan tradisional schagaimans dimeksud pada ayat {1}
digelenggarakan dalerm bentuk pelayanan:

f- akupunktar,

b, akupresur;

c. herbel, dan

e, Ryprnoterap,

Setiap pelayanan kesehatan tradisional schagaimana dimaksd pada pyet
[} dikenakan tanf retribusl meliput jasa sarana dan jasa pelsyanan.

Begian Ketrjuhbeiss
Polayanen Pra Rujukan dan Rujukean Pasien
Fagnl 42

Pelayanan Pra-Rujuksn sebagstmana dimaksud dalam pasal 21 ayat {3

huruf p merupakan bagion penting dad upaya meninghkatian mute dan

keamanan pelayanan rujukan Pasien ke fasititas pelavanan kesehatan

yvang lebih mampu.

Bentuk pelayanan Pra-Rujukan, attara lain

a. observasi kondisi Pagien meliputi jalen nafas, perttafasan, peredaran
darah dan pernantetan tands-tanda vital;

b tindakan medik stabilisasi melalu terapi cairan, terapi oksigen
dan/atan transfied dareh;

. tindakan yaedik operatif, rawat luka dan/atan resusitasi.
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¢. keordinasi melalui  sarang telekomunikasi  untuk  menyiapkan
Unit/instalael gawat darurat Rumab Sakit yang dituju apar upaya
peryvelamatan Pasien ateu pencegaben terjadinya kecacatan dapat
terwtjied,

Setiap pelayanan pra-rujuian dipungut retribusi pelavanan  sesuaj

dengan bentuk pelavanan sebagaimana dirmeksud pada ayat {2} vang

diterima oleh Pasien atau penjamin.

Prgr] 43

Petavanan rujukan Pasien ke fasilitas pelavanan kesehatan vang lebih
mampit harus dipastikan kondisi Pasien dalam Keadaan stabil dan
didamping ocleh tenapgs medis atatl paramedis disesuaikan kategori Pasien
vang rmetnbutabhlkan rufjnkan,

Setinp ransportasi rujuken Pasien dipungut retribusi pelayanan sesia
dengan bentuk pelayanan schegaiibana dimakaud ayvat (1) vang diterima
afh Pasten ataw perfarpis,

Bagian Belapanhelas
Felayenan Trannportast Pagien dan Transportasi Jenazeh
Paust 44

FPuskesmas <apat menyelenggarakan pelayanan transportasi Pasien

dan/atan pelayanan transportasi jenazah sebagatmana dimakeund dalom

pasal 21 ayar {5) huref g dilakssnakan sesnai ketersedisan mobif
ambuians danfatan mebil jenazate,

Xomponen refribusi pelayanan transportasi ambulans terdid dari:

2. biaya pengsentl baban bekar diperbitungken pergi-pulang sesuai
dengan farak tempuh ke lokasi pepghantaran denpan ketentuan  tanif
awal diperhitunigkan untuk 10 ke (sepulnh kilometer) pertama, sedang
kilometer tambathan selanjutnys dihitung per 8 ke [delapan klometer),
setara harge 1 liter bahan bakar sessal harga vang berlalu saat o

b jase sorana  yang diperhitungkan berdasarkan biaya sstuan untuk
biwya pemelibarean kendarsan, suku cadang, asuransi kendarman,

penyusutan dan operseional yvang dikonversikan dalam setwan per
Riltrneter.

C. jase pelayanan, molputi
I} ipsa pelayanan urttuk sopir; dan
Zyjasa medik jika disertai pendamping tenags medis dan/atau
paramedis sesual dengan jumlah vang menvertai.
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komponen Retribus] pelayanan tansportasi jenazah terdirvi dari

a. biaya pengganti baban balar minyak [(BRM} diperhitungkan pergi-
pulang sesuai dengan javak tempuh ke lokasi penghantaran dengan
ketentuan farif awal diperhitungican untulk 10 ko (sepalub kilometer)
pertama, sedang kilometer tambahen selanjutnya dihitung per & km
{enam kilometer] setara dengan § {satu} bter bahan bakar sesup) harga
vang berlaky saat itu,

b jase sarana vang diperhitungkan berdasarken biava satuan untuk
biaya pemrelibarsan kendaraan, suku cadang, asuransi kendarazan,
depresias {penvesutan) den operasional.

¢. jasa pelavanan, meHput:

] jass pelayanan uniulk sopiv fpengemudi); dan
2] jasa pelayvanan umtuk petugas pendamping.

Besaran tarip retribusi jasa sarans den jass pelayaran sebagaimana

dimakeud pada ayar (2} dan avat (3] sebagaimana tercantumn dalam

lampiran | Peratiran Bupati ing.

Baglan BEssembilanbelas
Pelayanen Perawatan Jenazah don Medico Legrl
Fasgal 45

Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasat 21 avat {5} kuraf
r mehiputd memandikan, metmbersihkan, menpkafankan; membangkus
jenaxah dan pemerikszan luar jenazah.

Pelayanan perawatan jenasah  di  Puskesmnas  disesuaihan  dengan
keterzediaan sarana dan peralatan untuk pemulasaraan jenssah,

Dalam hal ada Pasien meninggal di lnghungan masyarakat dan didugs
Pasient menderita pepyvakdt menular tertents, maka jika ada petugas yang
memenuni kualifibast dan didukung peralatan kbusus pergamanan dar
penilaran dapat dipungut retribusinya.

Pasal 46

Pelayansn reedico legal sehagaimana dimakeud datam pasel 31 avat (3]
huruf r sreliputi:

& pelayanen  pemeriksaan Nier jenasah  dempan menerbitlan  sigrat
keterangan kematian,

b pelayanen vsum et repertum korhan hidup deri hasil pemeriksasn luar
Lorban,

c. pelayvanan Resume Medik;

d. pelayanan salinen rekam mediks dan
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£, peinyanan kiaim asurans:.
Setiap pelayanan perawatan jenazah dan medice legal dipungut tarf
retribust pelayanan meliput] Kompoten jasa pelayanan dan jasa Saramna.

Bagian Keduapuluh
Felayanan Perawatan Beschaten Masparakat
FPaa=al 47
Pelayanan Perawatan Kesehatan Masvarekat sehagaimena dimaksud
dalam pagal 21 ayat {3) bhumf = diberikan dalam rangka mendekatian
pelayaran kepads individu, keluargs atan perusabsan, meliputi:
2 ltrgungan nemaeh;
b, perawatar &f ramah [ home care, dan/atau
¢, petiterikeaan kesehatan kerja.
Forre care dilakuban oieh tenaga yang kompeten, dengan kriteriz :
&, pendidicon minimal Diploma 11 Keperawaton atau D HI Kebidaran;
dan
b. mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat ljin Kerja yang maaih
berialku.
Home care sebagaimana dimaksed pada ayat 11) huraf b barus memenuhi
pHrrEyaratan ©
a. diselenggarakan  atas  permintaan masvarakat  yang  tidak
memungkinkan dirawni dif Puskesmas danfatay atzs periimimngan
teriei;
Ir. dilakuken atas rekomendasi dolter, dan

ada dokumen asvhan keperawatan pasien/asuhan kebidaman.

Bagian Kedwapuluh Satu
Pelayanan Fenunjang Kesehatan
Pasal 43

Pelayanan Penunjang Kesehetan sebagnimana dimeksud dalam pasal 21
ayat (5} huruf t dapat dilaksanekan oleh Poskesmas,
Pelayanan penunjarg kesehatan sebagaimana dimaksud pads ayat [E)
Dreaiyre
2. pelayanan pembakaran ssnpah medik ffreenerater); dan
b. pelayanan fasititagt dan pembimbingan praldek kiinilc
Setiap pelayanan potutjang kesehatan sehagaimana dimaksud pada ayai
(1) dipusngut retribust meliputi kemponen jase pelayanan dan jasa sarana.
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Capst 49
Pelayanan pembalkaeran sampah medis sebapgatmana dimaksud daflam
Pasal 48 ayat {2} huruf & dilaksanaken melalni kerfesama antare
Paskesmas dengan fesilites pelayanen kesehatan atau klinik yang tidak
mernihiki freilitas fresterator,
Tata cara dan prosedur pengiviman sampah medik serta pembakarannyve
diatr dafam Keputuzsan Kepala Dinas Kesehaten.
Tarif retribusi pembekeran sampab media dihitung per satean Kilopram.
Tari{ retrtbusl sebagaimana dimaksud pada avat {3) mediputi komponen
imsa pelavanan dan jasa sarana.

Pasrl 50
Pelayanan fasilitasi dan pembimbingan prakiek klinik sebagaimara
dimaksud dalam Pasal 48 ayat {Z} huref b merupakan pelayanan dalam
bentuk fasilitast dan pembimbingan praktek kesehatan mesyarakat.
Balam melsksanakan pelayanan fasilitasi dan pembimbingan praktek
kliinik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Puskesmeas berkewajiban
melekukan upaya pencegahan terjadinya kematian, kecacatan, kesakitan,
ketidaknyamanan dan/atau ketidakpuasan bagi Prsien vang digunskan
webagai obyvel praktek kiinik.
Upaya pencegahan sebagaimana dimaksued pede ayat (2} didukung
dengan.
a. peayediaan nstruktur klinik vang berkompeten:
b. melakukan orentnst tugas praktek kiinik sebolum  pelaksanagn
praktei,
c. menetapkan pedoman praktek  klinik  termasuk persyaratan  dan
kriferianya serta laranpan pembalasan: dan
d. meladcukan supervial dan penilaian prakiek kerja.
Upaya pencegahan sebagaimsna dimaksud pada ayvai {3 merupskan
obayel retribusi vang meliputi komponen jasa pelayanan dan jsse sarana,

Bagisn Keduapuiuk Dua
Pelayanan Pengarmbilan Sempel Laboratorium ke Lapangan
Pagal 51
Pelayanan Pengambilanm Sampel Laboratorinm ke lapangan sebapgaimana
dimaksud dalam pasal 2@ ayat [5) hursf u dilaluksn oleh retugas
Puskesmasy dan dikenakan Retribusi
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Taif retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat {I) melipyti kompanen

jasa pelayanan dan jasa sarana.

Baglan Keduspuluh Tiga
Pelayvenan Kesehatan Lapangan Qlel Swasta
Fazat 52

Puskesmas dapat melayani perraintaan pelayanan keschatan japangan

oleh swasts sebagaimnana dimaksud dadem pasal 21 ayat (3} huruf v darf

panitiza penyelenggara acara atay kegiatan tertentu vang melibatian
banvak orang,

Jenis pelayanan kesehatan lapangan oleh swasta sebagaimana dimaksied

pada ayat {1} dalam bentui:

% pelayanan fenapgs medis dan/atau tenapga kesehatan lain dalam
satuan jarm  pelavanan atau  dalam  bentuk  paket pelavanen
pemeriksaan masal, khitanan massl dan sefenianyi;

b.  pelayanan ambulan traneportast tanpa disertal pendunping atau

¢ pelayanan ambulan transportesi diserta pendamping tenaga medis
atawy tenagr paramnedis

Retribusi paket layanan kesebaten lapangan ditetapkan berdesarkan

lokasi pelayenan, jumlah anggota tim kesehatan yaog terlibat, peralatan

medizs dan kendaraen transportas: vang dpergunakan untuk mendikiing
kepisian tim serta lama praugasa.

Setiap pelayanan keschatan lapangan sebegaimana dimaksud pada ayat

{2} humf a dipungut farif retribusi sesuai tarif pelayanan kesehatan Yang
herkain.

Setiap pelayanan kesehatan lapuangan schagaimana dimaksud pada ayat
(2} hurif b dipungut tarif retribusi scbageimana tercantum  dalam
larnpiran 1l Peraturan Bupati ind

BAR X
FENYELENGGARAAR PELAYANAN PENJAMIKAN
FPaual 33
Pelayanan keschaton penjaminan & Puskesmas, melipud -
& pelayanan perjaminaen Asuransi Sosisl gleh BIJR . Kesehatan,;
b pelayanan penjaminan cleh perusabwan atau Badarn Hidum lainnya,
¢, pelayanan  penjamingm  oleh  Propram  Jambesds vamg dibigva
Perrerintsh Daerah;

d. pelayanan penjaminan oleh Asuransi Komersial:darn
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2. peningkatan Pelayanan Kesebatan Dasar bagt Penduduk Kabupaten
Tuban yang behum mempunyai Jaminan Kesehatan.

Pelayanan Eeschatan pemjaminan sebageimans dimaksud pado eyat {1

diatur dalam kontrak perjanjian herjasama pelavanan, kecuali pelayanan

penijaminan Program Jembkesda sebagatmana dimeisud pada avat (1)

huntfc dan e

Praal 54
Setiap pagien dengan pepjaminan  sebelum  memperolel  pelavanan
kesehatan wailb menunjurlan kartu kepesertaan asli vang masih berlaku
sesual penjeminarnnya sebapaimana dimekaad dalam Preal 53 ayvat (5.
Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat {§) dalam wakiu 3 x
24 jam tidak dapat menunjukkarn kartu kepesertann penjaspinan, maka
diberlakukan sebagal pasien hon penjaminan aau pasfen wmum dan
Puskesmas wajih memmungut tardf reteibusi sesusi dengan jumlah dan
jenis pelayanan vang ditedmanva.
Dadarn bad pasien sebagaimana dimaksud pada avat (2] dikemudian har
dapat menjukken karftu kepesertsan penjaminan vang sah, maka
permbayaran biaya pelayanan yvang sudah dipungat retribusinys dapat
divembaliban melalul mekanisme restitusi setelah kiaim  penfaminan
kepada pibak penjamin diterima oleh Puskesmas.

Fasal 53
Pralam remgha peningkatan pelayanan bagi peserta BRIS, perwsakilan
BEJE — Kesehatan Kabupsten Tubsn dapat menempathan tenapga operator

pengendsl kepesertann di Puskesmas untuk menerhitkan surat jaminan
pelayanan sesuat ey,

Puskesmas dapat menyediakan tempat atau loket pelayanan BRJS
Kesehatan, =edanghan  biaya  operasional menjadi  Deban  dan
tanggungiawab Perwakilan BPS Kesehatan,

Dalam hal Puskesmas mengembengkan Sistem Informast Manajemen
Puskesmas [GiMPus}, maks dJdatabase BPJS - Kesehatan perln
diintegrastlian {rdging) dalam SIMPus.
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Pasal 56

Dalam upaya optimalisasi pelayanan kapitasi, kepala Puskesmas wajib

mengembangkan pelayanan pra upaya dant komitmen mutu pelayanan

Bag setitap peserta BRFS di Puskesmas,

Optimalisasi pelavanan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapai dilakukan metatui -

2. perbaikan mutue pelayanan pra-upsye (promotif dan preventill, dan
mutu pelayanan Upava Kesehaten Perorangan (perawatan kesehatan
dan pengobatan};

b. penambahan  jumiah, jenis  dan  kompetensi SDM Keschatan,
khususnve tenaga medis, fenaps heperawatan dan tenage kebidanan
yarg membenikan daye unglit pads pendapatan kKapitasi

¢. pemmenuhan standar kebutuhan sarans, prasarana, dan  peralatan
kesehatan di Puskesmas;

d. membuks jam pelayanan 24 (dua pulsh empat) jars dengan pelavanan
rawat jalan minimat 8 (delapan) jam per hari:

e. pengeloiaan pelayanan rajuk baik penderita penvaidt kronis;

f pembernan pelayanan gawet darurat diluar jam pelayanan Puskestrnas;
dan

¥ peniatnan manajemen database peserta BPIS Kesehatan di Puskesmas.

Pernenuban komitmen mutu pelayanas sebapgaimanea dimaisud pada myat

(), dapat dilakitkarn melalui :

a. pemenvhan angka kontak peserta BRIS minimal 150 (seratus lima
pitiudy} per mil aetisp bulan;

b. ragie rujukan rawat julan non spesialis kureng dan 526 (Hma POTAeT);
dan

C. rasis  peserta  program  lavanap  penyakit kronds  [prelanis)  rusin
berkunfung ke Puskesmas mindmal 50% fima putuh persen),

Kepala Puskesmas wajib melakukan upaya optimalisasi eihayarnys

Kidrn non Kapitasi pelayvanan Jaminan Kesebatan Nasiona) oleh BRJQ

Kesehatan, melsb)

&. peningkatan mutye pelavanan vang termasuk katepor! pelavanan non
hapitast;

b. penataan menajemen klaim; dat

c. montoning dan evatuasi penpajuat klmim.

Klaim non kapitast sebagaimana dimeksud pada ayat (4}, antara lain
a. polayanan ambulan;
b. pelayanan obat program: rujuk balik
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¢. pemeriksaan penunjany polayatan program rujuk balik;

d. pelayvanan sirining kesehatan tertentu termasulc pelavanan terapi Rrio;

e. rawat inap tinghat pertama sesuai indikas] medis;

f. jasa pelayanan kebidanan dan neonaial vang dilakukan oleh hidan
atau dokter sesuai kompeiensd dan kewenangannya; dan

£ pelnvanat Keluarga Berencana.

BAR X
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD LABRKESDA
Fagnl 57

Obyel: Retribusi Pelayanan Keschatan pada Labkesda meliput:

8
tr.
£,

(E]

[2}

13}

(£)

{2

pelayanan pemerikasan laborastorium klinilk;
pelavanan permerikssan laboratorium kegehatan lngllunpan;dan
pelayanan pengambilan sampel ke lapangan.

Fasal. 58
iabkesda dapal melakukan SO dengen Pihak Ketipa dengan tujuan
untuk meningkarkan kapasitas dan jengkauan pelayanan lahoratoriym
Elinik maupun laboratorium kesehatan masyarakat (Mnghkungan).
Pemeriksaan laboratorium keschatan yvang diblayal oleh Program, baik
vang didanai oleh Anggaran Pengeluaran dan Belanjs Negars maupun
fAnggareny Pendapatan dan Belanja Taersh, besaran  taril retobusi
disesuaikan denpan alokas! anggaran yang tercantum dalam DIPA ataw
BPA.
Retentuan KBS0 peralatan laboratorium maupun K80 lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAR XI
FEMUNGUTAN RETRIBUS]
Buaginn HKesatwy
Fasien TFmum Non Penjaminan di Puskesmax

Pagal b4
Permmungutan reribusi pesien rawat jalan dilakukan sesuai alur redayanan
atau tindakan medik vang diberikan.
Sefiap pemerdksean keselatan wmm dipungut tarf retvibosi dalem
bentud karcis atan yang dipersameakan berlaky barias.
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Perneriksaan kesehatan umum sebagsimana dimakewd pada avat (2}
meliputt anammesa, pemeriksaan fisik-dingnostik, dan pemberien obat
standar fgenerik sestial ketersediaan obat di Puskesinag,

Femmungutan retribusi pasien rawat inap diakukan sebelum pasien
dinyatakan boleh pulang oleh dokter vang merawst,

Betiap pasien rawat jalan yang membutubkan pemerikeaan laboratorium,
pelayanan elektromedik, dan/atau tindokan medik, dipungut retribusi
sesual jenis pelayanan yang diterimativa,

Dalam hal pasicn membutuhkan perawatan lanjutan di RSUD 8¢ R
Koesma, dan Puskeamas tidak mathpu menangard, maka pasien wajib di
ritbuk sesuei indikagd medis,

Delam hal pasien atau keluarga pasien tidnk mampt membayar selumb
biaya pelayanan kesshatan yvang telah ditesimanya atav kurang bavar,
maka wajil dibuatkan Surat Pernyataan/Pengakuan Hutang (SPH vang
berisi rincian besarnys retribusi terutang, janpgka waktu dan cars
pelunaszan/kesangaupan membayarnya.

Kepala Puskesmas wajih rerclapitulasl plutang retrdbusi berdasarkan
SPH sebogaimana dimaksud pada ayat (7}, dan upayas penagihan yang
telaf dikakukan fnglat keberhasilat).

Baglon Xedua
Pagien Dengan Penjaminen di Puskesmes
FPaspl 60
Setiap pasien dengan penjaminan wajib menunjukkan kertu identitas
penjaminan yang maaih berlaku.
Pagiers wang secara pasti ade penjaminnya dibuathan surat jatminan
pelayanan (8P weng  harus  disertekan  setiap mendapathan
pelayanan ftindakan medik vang dibutuhkan.
Pasien wajib membububikan tanda tangen pada Surat Jaminan Pelayarian
sebagai bukti bahwa pasien yang bersanghutan telah mendapatican
petayanan kesehatan
Unit Pelayanat menerbithan bukt pelavanan dengan rincian biava assuad
perjaniian perjerpinan.
Kepala Puskestnan mengajulen idaim retribusi pelayanan kesehatan
kepady pihak penjamin disertal onclan jenis pelayanan dengan besaran
tarifrya serta Surat Jamioen Pelayanan Ash yang tnasih berdaky,
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Untuk pelayanan keschatan pergaminan dengen sistem paket, maka
kepals Puskesmas wallh melaiulian ovaluasi perbedaan tanf retribusi per
jenis layanan (fee for sevvices) dengan hasil kiaim.

Balam hal hasil evaluasi sebagaimanes dimaksud pada ayat (6, ada seHaih

kurang, maka dibukukan sebagat kerugian keusngan daerah.

Lutam hal hagil svaluasi ada selisih lebdh, maka pemeanfaatannya diatur

sobagmi betkut |

A dignrakan menutup selisih kurang dan pelayanan yang merug;

b, jika Hdak ada kerugian {selisih kurengl, maks selizih lebih tersebut
diprioritaskan untuk upeys pengetnbangan motu pelayanarn,

. dalam hel pemanfaatan selisih lebih tersebut untuk inveslasi fangka
panjang dan/atau belanja modsl harus mendapatkan persetijuan
Bupati;

d. pemaniaatan schagmimana dimaksud pads huruf ¢, menggunakan
mekaniame AFSE,

Baglan Ketiga
Pembayaray Retribusi Pelayenan Labkenda
Pragt 61

Dokutnen yang dipersamakan dengan SKRD untuk pemungutan retribusi
pelavanan di UPTD Labkesda, terdiri dari ;

a, kwitansi; dan

b daftar rincian fenia Parameter Pemeriksasn Laboratorium dan besaran

tarif Tetrbugings,

Fermungutan dilakukan sebelum pemeriksaan laboratoium atan pada seat
pengambilan hasil

Dajarn hal pemeriksaan lxboratorium dibiayal datt Program asau Provek
yang angearannya sudal diftentukan sesual satuan bBisya standar, maka
Kepalda UPTD Labkesds wajib menerbitkan Surat Keterangan Retribusi
Terutang  sebagal alat buktl untuk  klaim ke Bendaharawan
Frogram /Proyek.

Dalam hal pemungutan sebagainmana dimaksud pada myat (3} ada selisth
lebily, maka permanfaatannys mengacy pada ketentuan Pasal 37 ayat {8}
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HAR X1
PERGHAPUSAN PTIUTARG
Bagiom Kesatu
Kadaluwares Penagihan Retribusi

Passt G2
kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda wajib melaksanaksn
penatausahann  pintang  retribusl  dengan  tertib, dan  baik, serta
melalukan upaya penagiban dengen sungguh-sungguh.
Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaus jangka waktu 3 {tiga)
tabien terhitung sejak ferhutangnys retribusi, kecual apabila wajib
Ketribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
Kadaluwarsa penagihan retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat {2,
tertangeuh apabila
a. diterbithan suraet teguran; atau
b, ada pengakuan uteng retobusi dad wajib retribusi baik langming

maupun tidak langsung,

Masing-masing Kepala Puskeamas melaporan kepada kepalas Dinas
tenitang retribuad kadabiarsa, urmtuk selanjuinye disjukan oleh Kepaba
Dimas kepada Bupati untuk penghapusan putang,

Brgirn Kednun
FPonghapusan Fiutany
Pasal 3

Plutang Retribust vang tidak mungkn ditagih lagi karenia hak untuk
metakukan pesagihan sudah kadaluwarsa dapat diltapus secarg absolut.
penghapusan piutang vetribusi vang sudah kadalywsarsa setpaimansa
dimakstd pada ayat £} harus mendapatkan persetujuan Bupati

Repala UPTD Puskesmas dan/atau UPTD Labkesda tengahskan usuian

rencana penghepusan piutang kepada Kepsla Dinas Kesehatan untuk
dilakukan teleakh,

Hasil telaab sebagsimana dimaksud pada ayat [3), dalam hal gecars
ekonomis dan pertirmbangan sosial dapat dihapuskan, maka Kepala [Hnas
Kesehatun mengajukan persetujuan penghapusan piutang retrhuss
pelayanan keschatan kepada Bupati,
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BAE XIII
PENGURANGAN DAN PEMEEBASAN RETRIBUSI

Pasal 64
Pergurangan retribusi dan pembebasan retribusi merupskan bagian
peran sostal Pemerintah Dacrah  delam  bentuk  Covermen?  Social
Fesponsibifity {G8R]
Pernbebasan retribust dilusr yang sudeb ditetapkan untuk pasien miskin,
masyrrakat tertentu, KER atay Bencena Alawm, ditetaphan oleh Bupati
delarn rangka memperingatt Hat Jadi Kabupaten Tuban, Hard Hari Besar
Masicnal atay atzs pertimbangean obyekti lain,

BAR XTIV
PFENATAUUSAHAAN KEUCANGAN
Baglan Kesaty,
Fengelolaan penerlmaan retribusi pelayanan hesehatan

Paaal 55
Selurult hasil penerimasn retfibusi pelayanzn kesehatsn pada URTD
Pusicesmas dan UPTD Lablesds wajib disetor ke Kas Umum Daevak
seaual peraturan perandangan yang berlako.
Selurub penerimman pembayaran kapitasi peserts BPIS — Kesehotan
apat dilelola secara langeung sesudd peraturss porundangan.

Mastl peneritrasn kiaim pelayanan kesehatan BRJS Non Kapitasi disetor
Bruto Ke Kas Umum Daerah.

Pemanfzatan selurub hasl penetimaan retribusi polavanan kesehatan
sebagaimana dimeksud pade ayat {1}, ayvet {3} dan ayat (3} digunakan
untud penyedisan Jayanan sesual fenis layanan yang telah diberikan oleh
Puslkesmas dan fatan Labhlesgla,

Bagian Kedua
Perencanaan Pemanfastan Penorlmsan Retribusi
Pagal 66
Betiep tahun Kepala UPTD Puskestnas dan Kepzala UPTE Labkesds
mengajikan pemanfaatan penerimeaan reteibusi sebagaimang dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (4 berdasarkan rencana target penenmmaan dulam
duokinen Rencana Kerfs Anggersn uotuk pemenuhan kebutuhan jasa
sarana {biaya operasionall dan jasa pelayanan.
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(€} Proporsi kebutuhan jasza pedayanan yang bersumber davi dana kapitasi
disesuaikan ketentuan peraturen perundangan.

(3} Dodam hal aiokasi anggaran jasa pelavanan terdapat Kekurangan, maka
digjukan usulan anpgaran tambahan secara proporsional atas perubahan
target pendapatan mengpunakan meksnisme Perubahan APBD tahums
berjakan.

(4} Perencanaan  belanja komponen  jasa sarana dan fess  pelavanan
sehagaimana ditnaksud pada ayat {1} merupakan kategori jenis Belania
langsung dijabarkan dalam jenis belanja, meliputi:

4. Belanja Pegawai, untuk kemponen honor PNS / Non PNS;

b, Belanja Barang/Jasa, untuk kemponen jasa serzna  dan jasa
pelavansn dan tarif retribusi berdasarkan perbitungan biaya satuan
[erdt comt].

<. Belanja Modal, non investast antara lain untuk alat medik sederhana,
komputer  untuk  billing system/administrasi  keuangan, loen,
inetrumen st bedah minor vang merupakan komponen tanf retribusgi,

(B} Hepala D¥nas berdesarkan usulan perencanaan angparan pendapatan dar
anggaran helanjs UPFD Puskesmas dan UPTD Labkesda, mengajukan
kebutuan  keselurulian anggaren kepada T Anggaran Pemerintah
Daerah HKabupaten Tuban untyuk dikonsclidasikan cengan  asuian
perencanaasn OPD lainnya.

Buglan Ketign
Ferencapann Anggaran Subsidi D Bidang Kesehatan
Praal 67

Setiap tahun anggaran Xepala Dnas mengajukan usulan sobsidi kebutuhan
BFAZEATALT Wrttulk
&, Program Jambesda;
h. kebutuhan subsidi pemidayasn belania modal yang merupakan investasi
publik untuk penambahan sarans — prasarana dan peralatan Kesehatan
dalam ratgka peningkatan akses pelayanan keschatan vang bermiute di
Puskestias dengan jaringannya maupun i Labkesda;
kebutiuhan subsidi pembiayaan belarda obat dan perbekatan keschatan;
kelutuhan belania Program KM, mebputi |
il promosi kesehatan dan pemberdayean masyarakat;
2] kesshatun hnghkungan;
3] perbaiken gizi masvarakal:
4 kesehatan tbu dan anak serta keluargs berencana

T
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3 pegeegaban  dan  pemberantasan penvekit  menular  dap  tidak
menilar;den

8} surpeilance epidemictopl dan surveilaonce keschatan,

¢, kebutuhan belanjs program UREM sebagaimans dimaksud pada hurf d,
diginkrontkan dengan Anggaren Bantuan Operasional Puskesmas (BOK)
dari Bubsidi APBN doan Anggaran JKN.

£ setiap ustulan REA disertai Herangka Acuan Kera vang menieloskan
SHEATEL program dan kegatan disertal indikator kinerja terukur. .

BAB XV
PENYEBUAIAN BESARAN TARIF
Fazsal 68
11} Penyesumian besaran tardf rettibusi pelayanan kesshatan dapat ditinjau
kembali paling lama 3 (Hga) tahun sekali untuk ditetapkan menjadi tarcif
retribrzat bara,
(2} Penyesttadan besaran tarf retribusi bare sebagaimana disgaksud pada.
ayat {1} Derisi sehurang-kurangnyva
B. analisis perubahan sosial-ekonomi masyarakat:
b keberatan-keberatan  {komplainl  masyarakat  dan/atau Indeks
Kepu asan Masvarakat (FKW);
€. tnglat kemamnpuan daya beli dan kemanan masyamakat (Ability To
Hay dan Willingness To Pogg;
. kesesuatan besaran retribusl terhadag perkembangan harga atau
aya penycdinan komponen jusa sarana, dan/atau tingkat inflasi;
2. kebutuhan jenis-jenis pelavanan baru sesusi kebutuban mesvarakat
dan/atau perkhembeangan bideng ffmu kesehatart,;
. perhitengan biaya satian sesilai hargs terldni; dan
£ perbandingan tanf lamas dan tarf perubahan.
(3 Penyesuaian  tari! refribusi  sehagsimana  dimaksud pads  ayar {2
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Pasal 60
(1} Setap tahun Dinas Kesehatan wajib menestapkan usulan alokayi jasa
peiayanan dalam REKA OPD Dinas Kesshatan paling tinged 6080 {epmam
puluh persent dari rencans target pentdapatan Puskesmmg dan UPTD
LABRESDIA dilinghungsn Dinas Kesehatan,
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Pengalolasian jasa pelayeman untuk kerjasama dengsn asurensi atao
badan lain disesuaikan dengan perjanfian kerjasama operasional yang
telab dizepakati,

Patam hal target pendapatan sebagsimans dimaksud pada ayat {1} tidak
tercapad  atan  terjadi  pelampauan  taget  {over torget)  ditakulan
penyesuatan target pendapetan dalam DPA, menggunakan mekanisme
AFBD.

BAR XV]
PENYIAPARN UPTTD SEBAGAT BLUD

Pasal 70
Balam  vangks meningkathian muty  pelayanan publik df  bidang
kesehatan, Puskesmns atau Lablesda dapat dikelola sebagai BLUD
setelah memenuhi persyaratan subetansts, teknis dan administratf,
Kepala Dinas Hesehatan wajih tpemfasilitasi terpenubinya persvaratan
sebagaimana dimaksud pada ayar {1}

BAR XVII
MONITORING DAN EVALGASE
Pasad 71

Repata UPTD Pushesmas, Kepala UPTD Labkesdr dan Kepala Dinas
Eesehatan secara pericdik wailh melakokan menitoting dan evahaasi
kegiaian Upaya Kesshatan Perovangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
termasuk pengukuran Indeks Hepuassn Masyvarakat {B3) terhadap
pelayanan vang diberikat.
Setinp tehun Kepala Dinas keschatan  wajib IMenyHEEn  laporan
alcantsbilitas kinerja kevsangan dan kinega pelayanan pubiik, khususnyg
pelayenan kesehatan rrasyarakat miskin,
Laporan sebagaimens dimaksud pade ayat 12} dilaporkan kepada Bupati
melalii Sekretaris Paerah,

BAR XViT
HETENTUAN LAIN-T.81IN
Pagal 3

ltengan berlakunys Peraturan Bupati ind, maks Peraturan Bupati Nomnor 10
Tahun 2012 temtang Peraturen Pelaksansan Perasturan Daerak Kabupaten
Tuban Nomoer 17 Tehun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlakn,
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BAR XV

FENLU'TUR

Pasal 73
Peraturas Bupat ini mlad berlaku pada tanggal diundangkan.
Appr setiap orang mengetahuinye, mermerintabkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, denpan penempatannys dalam Berita Dacrah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Taban
pada tanggal 1% JEneari 204

RUPATI "

H. FA HUDA
Biundangkan di Tuban
pada tangeat 15 IEnuewl 212
SEHERETARIS DAERAN,
KABUPATEN TURAN

RIIDE A,

BIERITA DAERAM KABUPATEN TUBAN 'TAHUN 2017 SER] ¢ NOMOR 2.,
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FADA LN FELAKSBANA TEXKNIE THNASR KESEHATAN
EABDPATEN TUBAN
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RABUPATEN  TUBAN NOMGR 15 TAMNUN 2015
TENTANG RETRIIVE]  PRLATANAN  {ESEHATAN
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